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ABSTRAK

Salami, Ashikha. 2024 . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas
Ketidaksesuaian Produk Pakaian Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.
Skrips. Program Studi llmu Hukum. Fakultas Hukum UniversitasNegeri
Semarang. Dosen Pembimbing Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum konsumen, jual beli online.

Perkembangan teknologi informas dan komunikas telah mendorong
peningkatan transaks jual beli secara onling, termasuk mealui platform
marketplace seperti Shopee. Bisnis online menawarkan kepraktisan dan
kemudahan, tetapi juga menimbulkan risko terhadap konsumen, seperti
ketidaksesuaian produk dengan deskrips, pengemasan barang yang buruk, dan
respons lambat dari penjual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk
mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaks
jual beli online di marketplace Shopee, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam
memastikan barang yang dijual sesuai dengan janji atau deskrips produk.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis-sosologis. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan
data dengan teknik pengambilan data observas, wawancara, dan dokumentasi.
Proses analisi s data menggunakan pendekatan analitis dan analis s data kualitatif.

Hasl Pendlitian ini menunjukan bahwa : (1) Kesalahan mutlak sendiri
merupakan kesalahan absolut atau kesalahan yang benar benar terjadi diakibatkan
oleh kelalaian pelaku usaha sehingga menimbulkan tanggungjawab mutlak bagi
pelaku usaha untuk meakukan bentuk tanggung jawab dan ganti rugi kepada
konsumen. (2) Tanggung jawab mutlak (absolut liability), pemenuhan tanggung
jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha mash bergantung pada pembuktian
tentang ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas barang
dan atau jasa yang diperdagangkan, sedangkan bentuk tanggung jawab shopee
selaku penyedia platform dengan menyediakan fitur penilaian toko. fitur penilaian
toko ini dapat membantu shopee untuk melacak apakah toko online telah
melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha atau tidak.

Penditian ini menyimpulkan bahwa : (1) Bentuk tanggung jawab pelaku
usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku,
kemudian shopee selaku penyedia layanan aplikas turut bertanggung jawab dalam
memberikan sanks administras kepada pelaku usaha. (2) Penyelesaian sengketa
dapat disel esaikan melalui jalur non-litigasi yaitu dengan cara negoisasi. Kemudian
penulis memberikan saran kepada penjual untuk selalu memaks malkan pelayanan
barnag dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan selalu senantiasa
memegang itikad baik dalam bertransaks.
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PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Perkembangan zaman sangat pesat terutama dalam teknologi informas dan
komunikasi, sigpapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan
internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era Digital seperti
sekarang ini, memiliki bisnis online menjadi salah satu hal yang sangat
menguntungkan. Ketika teknologi informas dijadikan sebagal media bisnis
yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertransaks juga
menjangkau kepada segala yang bukan manusia seperti mesin, kartu, kertas

atau alat transaksi lainnya.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikas, dan informasi maju
sangat pesat karena berbagai informas yang telah disgjikan dengan canggih
dan mudah diperoleh, hubungan jarak jauh pun bisa dengan mudah dengan
adanya teknologi telekomunikas internet. Pihak-pihak yang terkait dalam
transaks juga tidak bertemu dalam tatap muka langsung, cukup melalui
peralatan teddekomunikas atau internet, kondis ini dimulai pertandanya era

cyber dalam internet.

Bisnis Online memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa
mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan
kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas
dari bisnis Online dimanatransaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap

muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kel ebihan



yang ditawarkan oleh bisnis Online, banyak yang menginginkan dapat
membangun suatu pekerjaan bisnis Online sendiri. Menjalankan bisnis Online
itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara Offline, yang

membedakan hanya medianya sgja (Y uzriel 2014).

Perkembangan investas meaui e-commerce yang ditandai dengan
munculnya berbagai transaks elektronik, memerlukan dukungan regulas dan
kebijakan yang memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha
dan konsumen. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah, beberapa peraturan
perundang-undangan  dibentuk oleh pemerintah sebagai  rujukan
penyelenggaraan e-commerce. Bahkan pemerintah telah mengundangkan
Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Transaks Dagang Melalui
Sisem Elektronik sebagai dokumen yang memberi arahan dan langkah-
langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya
berbas skan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam Roadmap
E-commerce 2017-2019, perlindungan konsumen menjadi salah satu program
pemerintah yang akan diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang digunakan
sebagai langkah antisipas dampak buruk dari transaks e ektronik.(Rongiyati,

2019)

Sebelum melebar nya bisnis online, pemerintah telah membentuk Undang-
Undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menunjukkan
tentang asas-asas dalam berbisnis. Dalam undang-undang ini mempunyai
tujuan yang sama dengan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu
menci ptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dan untuk

memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adanya Undang-Undang



Perlindungan Konsumen, harus diusahakan peningkatan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
meindungi dirinya serta menumbuh kembangkan skap peaku usaha yang
bertanggung jawab Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang
berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,
serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta

perekonomian yang sehat.

Perkembangan internet yang semakin maju saat ini merupakan faktor
pendorong berkembangnya e-commerce di Indonesa. Perkembangan e-
commerce diatur di dalam Undang undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaks Elektronik yang disingkat UU ITE. Dengan peraturan
tersebut memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaks
eektronik dan dokumen eektronik dalam kerangka hukum perikatan dan
hukum pembuktian, sehingga kepagtian hukum transaksi elektronik dapat
terjamin dan yang kedua diklasi fikasikannya tindakan- tindakan yang termasuk
kualifikasi peanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi
Informasi) diserta dengan sanks pidananya. (Abidzar, 2012) Salah satu
marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa
adalah Shopee.id, shopee merupakan sebuah aplikas mobile, aplikas ini
merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile
sehingga orang-orang lebi h mudah mencari, belanja dan berjualan di ponselnya
sgja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan

metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur



sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi menyenangkan, aman

dan praktis.

Dibalik kel ebihan berbelanja di aplikas shopee yang memudahkan pembeli
untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah, ada kekurangan yang dapat
merugikan pembeli karena barang yang dipesan tidak bisa dipagikan
kecacatannya secaralangsung oleh pembeli. Peneliti menemukan bahwa masih
ada berbagai permasalahan yang terjadi pada pembeli dalam berbelanja secara

online melalui aplikasi shopee diantaranya yaitu:

1) Terjadinya wanprestas atau barang yang diterima oleh konsumen tidak
sesuai dengan pesanan, maksudnya barang yang sampai tidak sesuai

dengan deskrips dan foto produk.

2) Pengemasan barang yang tidak aman dan terkesan asal-asalan

menyebabkan barang rusak.

3) Penjual yang kurang responsif atau respon penjual sangat lama
Seharusnya, pihak pelaku usaha/penjual secara online, dalam menawarkan
barang di internet harus menampilkan atau menyediakannya secara
eektronik, serta wajib untuk memberikan informasi secara lengkap dan
benar terkait syarat-syarat

K esepakatan yang terdapat di keterangan gambar atau pada bagian deskrips
di bawah gambar yang ditawarkan. Terkait wanprestas yang dilakukan oleh
penjual, dapat dibuktikan dengan video unboxing atau video pembukaan
barang dari kemasannya secara lengkap. Dari Situlah dapat dibuktikan barang

tersebut sesuai dengan deskrips yang dijelaskan pada foto produk yang



dipajang oleh penjual. Selain video, juga dapat dibuktikan melalui foto produk
yang diterima lalu dibandingkan dengan deskrips yang diperjanjikan oleh
Penjual. Pembei dapat menangkap layar (capture) deskrips produk dalam foto
barang yang dipajang ol eh penjual. Biasanya penjual akan menjelaskan merek
produk, ukuran produk, bahan produk, keunggulan produk, warna produk.
Selain itu penjual juga menuliskan catatan untuk pengajuan komplain dari
pembdi, berapa lama waktu proses komplain pembelian, dan sebagainya. Hal -
hal tersebutlah yang dapat menjadi bukti kuat dari pembeli terhadap

wanprestas yang dilakukan oleh Penjual.

Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyatakan
bahwa: “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam
label, etiket, keterangan, iklan atau promos penjualan barang dan/atau jasa
tersebut”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaks Elektronik). Pasal 49 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Pelaku usaha wajib
memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang
dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat
tersembunyi”. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang
yang diterimatidak sesuai dengan foto padaiklan toko onlinetersebut (sebagai
bentuk penawaran), pembdi (konsumen) dapat menggugat Pelaku Usaha
(dalam hal ini adalah penjual) secara perdata atas terjadinya wanprestasi pada

transakd jual beli yang dilakukan oleh penjual.



Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informas dan
Transaksi Elektronik, bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui
Sisem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.
Permasalahan yang terjadi di antara konsumen dengan pelaku usaha Shopee
bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaks Elektronik, karena pelaku usaha di e-commerce
Shopee menyediakan informas yang tidak sesuai dengan kondis sebenarnya
dari barang yang diperjual-belikan. Hal ini dibuktikan dengan barang yang
sampai ditangan konsumen adalah barang yang sama sekali tidak sesuai.

Seperti kualitas produk yang berbeda.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan
Perpajakan atas Transaks Perdagangan Mealui Sistem Elektronik. Ketentuan
tersebut diterbitkan untuk memberikan perlakuan yang sama antara
perdagangan melalui sisem elektronik dengan perdagangan konvensional.
Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha
meaui sgsem dektronik untuk melaksanakan kewajiban perpgakannya
dengan model transaks yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk melacak
perpajakan serta keuangan yang adil dan sama rata antara penjual online dan
penjual konvensional untuk menghindari adanya penipuan atau penggelapan

pajak.(Wijaya & Juhana, 2021)

Para konsumen kota Pekalongan yang menjadi responden dalam pendlitian

ini mengatakan bahwa barang dalam hal ini contohnya pakaian yang



diperjanjikan oleh penjual berbahan tebal, bagus, dan rapi. Namun,
kenyataannya berbahan rayon tipis dan jahitannya pun tidak rapi, warna barang
yang tidak sesuai dengan pesanan, kualitas produk yang buruk tidak sesual
dengan yang diperjanjikan penjual bahwa produk berkualitas tinggi, jumlah
barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Terdapat pula
kendala lain dimana dalam kebijakan perjanjiannya konsumen harus mengirim
pesan terhadap penjual terlebih dahulu apabila menemukan kecacatan pada
produk, namun setelah konsumen mengirimkan pesan, penjua tidak juga
merespon pesan tersebut. Sementara dalam keterangan kebijakan toko tersebut,
penjual akan cepat merespon apabila ada pengajuan komplain oleh konsumen

dalam pesan yang dikirimkan.

Perihal kegadian yang menimpa konsumen ini, sama sekali tidak
mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana mestinyayang terdapat dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informas dan
Transaksi Elektronik. Dimana Pelaku Usaha sama sekali tidak bertanggung
jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya dalam transaks jual beli di e-
commer ce Shopee tersebut. Merespon UU ITE, Undang-Undang No. 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mengatur transaks e-commerce
dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab VIII tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik. Dua pasal yang terdapat dalam Bab VIII UU Perdagangan
tersebut mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam
melakukan transaks dagang melalui sstem e ektronik, penyelesaian sengketa
jika terjadi persdisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, serta sanks

bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Selebihnya UU



Perdagangan menddegaskan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan

Pemerintah (Pasal 66 UU Perdagangan).

Selain memberikan informasi yang tidak benar terkait produk yang
diperdagangkan, Penjual juga tidak menanggapi pengajuan keberatan dari
konsumen, dan bahkan juga tidak memberikan ganti rugi terhadap konsumen
baik berupa kompensas uang kembali atau penggantian barang. Hal ini jelas-
jelastelah melanggar aturan yang terdapat dalam Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1)
huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dimana Pelaku Usaha dilarang
memproduks dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak
sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu dalam “Pasal 8 ayat (1) butir (A-
J) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”
menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan, tidak sesuai dengan takaran dan ukuran, tidak sesuai dengan
kondis, mutu dan jaminan, dan tidak mencantumkan informasi penggunaan
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan”. (Surya

darma,2013).

Selain melanggar aturan mengenai kewajibannya selaku pelaku usaha, ia
juga melanggar aturan mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam

Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Adanya aturan mengenai transaksi elektronik dan aturan mengenai
perlindungan konsumen, belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari fenomena yang terjadi dalam penelitian ini mengenai transaks jual- beli



online ini. Penyelesaian kasus yang tidak maksma dan juga hak-hak
konsumen sering diabaikan. Sebagian besar kasus yang tidak selesai, hal ini
dikarenakan konsumen lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya.
Selain itu, tahapan penyelesaian permasalah terkesan berbdit-belit seperti
dalam pengajuan komplain (keluhan) oleh konsumen yang tidak ditanggapi
dengan cepat oleh penjual. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-
haknya sebaga konsumen dan perlindungan konsumen menyebabkan

konsumen menjadi pasrah menerimakerugian dari persoalan yang terjadi.

Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen mengenai kenyamanan memperoleh
barang, mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondis
serta jaminan yang dijanjikan, memperoleh atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, didengar pendapat dan
keluhannya atas barang yang digunakan, diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur, mendapatkan kompensad, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterimatidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana megtinya, sdain itu konsumen juga tidak memperoleh
advokas perlindungan konsumen secara patut, karena tidak mendapatkan
pendidikan dan pembinaan konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui

langkah hukum yang harus ditempuh dalam penye esaian permasalahan ini.

Peraturan mengenai transaksi elektronik juga termaktub dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sisem dan
Transaksi Elektronik. PP PSTE menjelaskan bahwa suatu transaks jual beli
secara online tetap diakui sebagai transaks eektronik yang sah serta bisa

dipertanggungjawabkan. Apabila konsumen menyetujui membei barang
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secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi, hal itu
ialah bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan bentuk persetujuan dalam
kesepakatan pada transaks elektronik. Tindakan penerimaan ini pada
umumnya didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan
jual beli secara online yang bisa disebut sebagal salah satu bentuk Kontrak

Elektronik (Pasal 1 angka 17) . (Dino, 2012)

Pada dasarnya perlindungan konsumen tidak hanya diletakkan kepada
kemampuan diri dari konsumen untuk aktif dalam melindungi dirinya akan
tetapi terdapat peran marketplace juga. Marketplace sebagai penyedia jasa
online memiliki tanggung jawab dalam melindungi konsumennyakarenabisnis
tidak hanya menyangkut untung rugi akan tetapi menyangkut kesegjahteraan
bersama antara para pelaku bisnisitu sendiri. Dalam bisnis online shop ini yang
paling rentan untuk dirugikan adalah konsumen oleh sebab itu dalam hal ini
penting peran dari marketplace untuk menawarkan atau mengiklankan barang
atau produk yang tidak merugikan konsumen dan menyeleks secara ketat
penjual yang tidak bertanggung jawab terhadap barang dan produknya yang

ada di platform tersebut. (Saputra, 2023)

Possi konsumen pada umumnya |lemah dibandingkan pelaku usaha. Hal ini
berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat kesadaran akan haknya,
kemampuan finansanya, dan daya tawar (bargaining position) yang rendah
oleh sebab itu harusnyaadalayanan yang mempermudah bagi konsumen dalam
memperoleh hak-haknya. Menjadi hak marketplace sebagai penyedia jasa
membatas barang atau produk yang ditawarkan di platformnya sebagaimana

yang menjadi syarat-syarat ketentuan pada UUPK.
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Selanjutnya pada Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang
yang rusak, cacat. atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang
memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas
dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.

Melihat persoalan tersebut tentunya pihak shopee harus mengambil
tindakan dalam upaya melindungi konsumen yang melakukan beanja di
shopee dengan bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap kerusakan
barang, cacat dan lainnya pada barang pembeli hal ini dilakukan agar
konsumen tidak dirugikan sesuai dengan UUPK. Berangkat dari persoalan
tersebut penulis tertarik untuk melakukan pendlitian lebih lanjut dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian

Produk Pakaian Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee”

Pembatasan M asalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis membuat Batasan

masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian
produk pakaian dalam jual beli online di Marketplace Shopee
2. Bentuk dan upaya tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang

dialami oleh konsumen akibat ketidak sesuaian produk pakaian dalam jual
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beli online di Marketplace Shopee
1.3. Rumusan M asalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,

maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas
ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli online di Marketplace
Shopee?

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami
oleh konsumen akibat ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli
online di Marketplace Shopee?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

dari penditianini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual bei online di Marketplace
Shopee.

2. Untuk menganalisa tanggung-jawab Pelaku Usaha atas kerugian yang
dialami konsumen akibat ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli

online di Marketplace Shopee.

1.5. Manfaat penelitian
Manfaat penelitianini dapat ditinjau secara praktis maupun secara teoritis

diantaranya sebagai berikut:
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15.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum,
pemahaman, dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan perlindungan
terhadap konsumen yang diberikan penjual dan marketplace Shopee serta
hukum positif di Indonesa. di mana melalui penelitian, diharapkan agar
hasil dapat bermanfaat bagi konsumen Shopee, sehingga dapat berhati -hati

dalam melakukan transaks yang dilakukan.

15.2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan skrips ini dapat mengetahui terkait dengan
perlindungan konsumen serta bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan
oleh pelaku usaha terhadap jual beli yang tidak sesuai dalam marketplace
Shopee, sdain itu dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah untuk
membuat aturan hukum yang terintegras satu sama lain dalam lingkup jual
beli dalam media eektronik khusus nya melalui Marketplace Shopee.
Pendlitian ini diharapkan agar masyarakat |ebih memahami mengenai hak
dan kewajiban menjadi konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam hal
transaks elektronik khususnya melalui Marketplace Shopee serta dapat
memberikan gambaran kepada masyarakat selaku konsumen Shopee dalam
membela hak-haknya jika terjadi sebuah penipuan yang merugikan,
sehingga penelitianini diharapkan dapat memberi pemahaman | ebih kepada
konsumen, guna menghindari terjadinyakerugian-kerugian pada masa yang
akan datang dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para

pihak terkait dengan masalah yang ditdliti.
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Penelitian Terdahulu
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Pembahasan terkait perlindungan konsumen terhadap transaks jual beli

online sebenarnya bukan merupakan suatu pembahasan baru dalam dunia hukum,

sudah banyak pembahasan yang beberapa kali membahas terkait perlindungan

konsumen itu sendiri. Hal ini memungkinkan adanya kesamaan atau bersinggungan

dengan penelitian penditian yang sudah ada. Namun, setelah melakukan observasi

beberapa penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan penulis

No Penulis Judul Tujuan penelitian | Pembahar uan penelitian
terdahulu
1 |Hendra Adi Saputra, | Peran Pada penditianyang | pemhaharuan ~ pendlitian
Dosen Program  Studi | marketplace ditulis olen hendra | yang akan dilakukan oleh
Ahwal Syakhsiyah | dalam adi saputra, tUjuan | penjiis jalah mengandlisis
Fakultas Agama Islam | memberikan penelitian NYa | terkait dengan perlindungan
Universtas  Nahdlatul | perlindungan adalah untuk | konsumen  serta tanggung
Wathan Mataram, Jurnal | terhadap menganalis's terkait | jauah pelaku ussha yang

Ganec Swara, 2023

konsumen dan
pembdi
menurut hukum

bisnis

dengan

perlindungan hukum
yang setara antara
penjual dan pembeli

ditinjau dari sudut

menimbulkan kerugian atas
barang yang tidak sesuai
dengan pesanan serta peran
marketplace selaku penyedia

layanan e commerce dalam
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pandang hukum | menanggapi  permasalahan
bisnis hukum wanprestas tersebut
khususnya pada marketplace

online shopee.
Naiman dan Soeslo, | Perlindungan Pada pendlitian Pembaharuan penditian
Universtas Lumagang, | konsumen yang ditulisoleh yang akan dilakukan oleh
Jurnal penditian hukum, | marketplace naimah dan soesilo | penulis ialah menganaliss
2021 dalam undang | menitikberatkan terkait dengan perlindungan
undang nomor 8 | pada hukum konsumen serta tanggung
tahun 1999 | perlindungan jawab pelaku usaha yang
tentang konsumen yang menimbulkan kerugian atas
perlindungan diamanatkan oleh barang yang tidak sesuai
konsumen undang undang dengan pesanan serta peran

nomor 8 tahun 1999
tentang
perlindungan

konsumen

mar ketplace selaku
penyedia layanan e
commerce dalam
menanggapi  permasalahan

hukum wanprestas tersebut
khususnya pada mar ketplace

online shopee.
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Ari Apriatman dan Teng

berlianty, Fakultas

Perlindungan

hukum terhadap

Pada pendlitian

yang dilakukan oleh

Pembaharuan penditian

yang akan dilakukan oleh

Hukum Universitas konsumen ari dan berlianty penulis ialah menganaliss
Pattimura, Ambon. shopee atas | penditian menitik terkait dengan perlindungan
Jurnal Pattimura Law barang yang | beratkan terhadap konsumen serta tanggung
Study Review, 2023. tidak sesuai | perlindungan hukum | jawab pelaku usaha yang
dengan konsumen nyasgja | menimbulkan kerugian atas
deskrips barang yang tidak sesuai
produk dengan pesanan serta peran
mar ketplace selaku
penyedia layanan e
commerce dalam
menanggapi  permasalahan
hukum wanprestas tersebut
khususnya pada marketplace
online shopee.
Josephine, Josephine Perlindungan Pada pendlitian ini | Pembaharuan penditian
Rosadi. Sinta Dewi Konsumen penulis yang akan dilakukan oleh
Daring Dan | memfokuskan pada | penulis ialah menganaliss
Sudaryat, Sudaryat,
Tanggun tanggun jawab | terkait dengan perlindungan
Fakultas Hukum dgung gatng : ganp g
o . Jawab perusahaan pada | konsumen serta tanggung
Universtas Padjgjaran,
Perusahaan kasus bocornya data | jawab pelaku usaha yang
Bandung, Jurnal Suara
Marketplace pribadi konsumen menimbulkan kerugian atas

Keadilan, 2020
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Atas

Privas

Konsumen

Data

barang yang tidak sesuai
dengan pesanan serta peran
marketplace selaku
penyedia layanan e
commerce dalam
menanggapi  permasalahan
hukum wanprestas tersebut
khususnya pada mar ketplace

online shopee.

Al Masudah, Institut
Agama ldam Negeri
Kediri, Jurnal Justitiable,

2024

Perlindungan

hukum terhadap

konsumen
paket

hilang

pada

yang

Pada penélitian ini
penulis tersebut
memfokuskan pada
perlindungan hukum
serta tanggung
jawab pelaku usaha
dan perusahaan

mar ketplace atas
keadian hilangnya
paket milik

konsumen

Pembaharuan penditian
yang akan dilakukan oleh
penulis ialah menganalisis
terkait dengan perlindungan
konsumen serta tanggung
jawab pelaku usaha yang
menimbulkan kerugian atas

barang yang tidak sesuai

dengan pesanan serta peran

mar ketplace selaku
penyedia layanan e
commerce dalam
menanggapi  permasalahan

hukum wanprestas tersebut

khususnya pada mar ketplace
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online shopee.

Pendlitian pertama milik Hendra Adi Saputra, Dosen Program Studi Ahwal
Syakhsiyah Fakultas Agama Idam Universtas Nahdlatul Wathan Mataram,
Jurnal Ganec Swara, 2023 yang berjudul tentang Peran marketplace dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pembei menurut hukum
bisnis, Tujuan penditian pada penelitian tersebut adalah Untuk mengetahui
untuk menganalisa terkait dengan perlindungan hukum yang setara antara
penjual dan pembeli ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Hasll pendlitian
tersebut menjelaskan bahwa seluruh marketplace online atau ecommerce
memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada penjual dan
pembei dari berbagai agpek. Pembaharuan ol eh Penulis Skripsi: Penulis skrips
membedakan pendlitian ini dengan menambahkan analisis mendalam terkait
perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian akibat
keti daksesuaian produk, dan peran marketplace (dalam hal ini Shopee) dalam

menangani permasalahan hukum seperti wanprestasi.

Penelitian kedua milik Naiman dan Soesilo, Universitas Lumajang, Jurnal
penditian hukum, 2021 yang berjudul tentang Perlindungan konsumen
mar ketplace dalam undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen, Tujuan penditian Pada pendlitian yang ditulis oleh naimah dan
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soesilo menitikberatkan pada hukum perlindungan konsumen yang
diamanatkan oleh undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen. Hadl penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan amanat
undang undang perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan
kepada konsumen. Penditian ini juga menitikberatkan pada pentingnya
edukas kepada konsumen mengenai hak-hak mereka, agar lebih waspada
dalam melakukan transaksi di marketplace. Penulis skripsi melakukan

pengembangan terhadap penditian ini dengan fokus pada:

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat produk

yang tidak sesuai dengan pesanan.

2. Peran marketplace (Shopee) sebagai penyedia layanan e-commerce dalam

menyd esaikan masalah hukum terkait wanprestasi.

3. Analisslebih dalam mengenai langkah penyelesaian sengketa, baik melalui
jalur litigas maupun non-litigas, dalam kerangka hukum perlindungan

konsumen.

Penelitian ketiga milik Ari Apriatman dan Teng berlianty, Fakultas Hukum
Universtas Pattimura, Ambon. Jurnal Pattimura Law Study Review, 2023
yang berjudul tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen shopee atas
barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk, tujuan penelitian ini adalah
jaminan terhadap perlindungan hukum konsumen yang mendapatkan barang

yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan.

Penditian keempat milik Josephine, Josephine Rosadi, Sinta Dewi
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Sudaryat, Sudaryat, Fakultas Hukum Universitas Padjgjaran, Bandung, Jurnal
Suara Keadilan, 2020 yang berjudul tentang Perlindungan Konsumen Daring
Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen,
Tujuan penelitian yang dilakukan Pada penditian ini penulis memfokuskan
pada tanggung jawab perusahaan pada kasus bocornya data pribadi konsumen.
Has| penédlitian tersebut menjelaskan bahwa bocornya data pribadi konsumen
merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat bahwa seluruh media

mar ketplace memiliki keseluruhan data pribadi cusomer.

Penditian kelima milik Al Masudah, Ingtitut Agama Idam Negeri Kediri,
Jurnal Justifiable, 2024 yang berjudul tentang Perlindungan hukum terhadap
konsumen pada paket yang hilang, Tujuan penditian menitikberatkan terhadap
perlindungan hukum konsumen atas barang yang hilang atau tidak sampai ke
tangan pelanggan. Has | penelitian tersebut menjelaskan terkait bahwa adanya
kehilangan barang dan kerugian yang dialami oleh konsumen atas pembeian
barang melalui transaksi e-commerce atau marketplace online menjadi
tanggung jawab pihak ketiga atau pihak ekspedis yang bekerja sama di

dalamnya untuk mengantarkan paket pembdli.

Berdasarkan lima analisis pada penelitian di atas, penelitian menitik
beratkan pada perlindungan konsumen serta pembahasan ganti rugi yang
ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam kelima pendlitian terdahulu tersebut,
kasus kelalaian yang diakibatkan oleh pelaku usaha diselesaikan secara damai
atau tanpa melalui jalur pengadilan dan dise esaikan antara pelaku usaha dan

konsumen dan tanpa meli batkan pihak kantor shopee sebagai penyedialayanan
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jasaaplikag.

Pada penditian penulis, penditi memfokuskan terkait dengan tanggung
jawab pelaku usaha terhadap ketidak sesuaian produk yang dibeli nya melalui
e-commerce Shopee. Pada dasarnya, jual-beli yang dilakukan melalui
marketplace merupakan transaks online yang diatur dalam undang-undang
dan peraturan turunannya. Pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (UU Perdagangan), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Perpres No. 74 Tahun
2017 tentang Peta Jalan Transaks Dagang Mdalui Sistem Elektronik. Selain
melihat pertanggungjawaban pelaku usaha yang ditinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, penulis akan menditi lebih jauh dengan
menggunakan instrumen atau peraturan turunan perlindungan konsumen untuk
melihat  pertanggungjawaban pelaku usaha dalam  memberikan
pertanggungjawabannya kepada konsumen dalam hal kelalaian mutlak atas
barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam hal ini penulisjuga
akan meninjau lebih jauh terkait dengan tanggung jawab shopee selaku
marketplace penyedia layanan dan upaya-upaya tanggung jawab yang
dilakukan shopee selaku perusahaan penyedia jasa e-commerce.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen setiap orang pada suatu waktu, dalam

posis tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan
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apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.
Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada
konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Secara
mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya
universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak

hal. (Wijaya & Juhana, 2021)

Misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat dalam hal ini
produsen lah yang memproduks barang sedangkan konsumen hanya membeli
produk yang telah tersedia di pasaran maka pembahasan perlindungan konsumen
akan sdalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah
perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai
Negara hukum, menjamin perlindungan setiap hak dan kewajiban bagi setiap
wargaNegaradalam setiap kegiatan merupakan sebuah kewajiban yang mau tidak
mau Negara dalam hal ini hadir untuk menjamin kepastian hukum. Adanya
Undang-Undang Perlindungan K onsumen merupakan salah satu bentuk kehadiran
Negara dalam hal ini hadir untuk menjamin serta memberikan perlindungan
terhadap konsumen di bidang ekonomi yang diberikan kepada warga Negara
sebagai salah satu sumber hukum positif dalam perlindungan konsumen, sekaligus
untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen mealui pembinaan maupun

pendidikan terhadap para konsumen. (Rongiyati, 2019)

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah satu-

satunya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi
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sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan umum bahwa sebelum UUPK disahkan
sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah ada 20 UU yang
materinya memuat terkait perlindungan konsumen, sehingga hadirnya UUPK
dalam hal ini bisa dijadikan sebagai penegasan sekaligus sebagai payung hukum
bagi konsumen, dan sekaligus dapat memperkuat penegakan hukum di bidang
perlindungan konsumen. Nasution (B. J. Nasution, 2018) memberikan pengertian
bahwa perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum yang memuat asas dan
kaidah yang bersfat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan
masalah antara berbagali pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang

dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil
makin terasa sangat penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan
teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiens
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai
sasaran usaha. Di mana dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut,
akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen yang pada umumnya
merasakan dampaknya. Beberapa dampak yang begitu terasa bagi konsumen
adalah salah satunya dalam hal Perlindungan konsumen, di mana dalam hal ini
memiliki cakupan yang begitu luas, cakupan tersebut meliputi perlindungan
konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, ditinjau dari tahap awal yaitu
mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa

tersebut. Terdapat dua cakupan perlindungan konsumen, yaitu: (sdharta, 2014)
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1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau ternyata
melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini berkaitan dengan persoalan-
persoalan seperti penggunaan bahan baku, proses produks, proses
digribug, desain produk, dan sebagainya, apakah hal-hal tersebut sudah
sesuai dengan standar keamanan dan kesdlamatan konsumen. Selain itu,
perlindungan terhadap persoalan bagaimana konsumen mendapatkan
pergantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsums
produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap syarat-syarat tidak adil yang diberlakukan terhadap
konsumen. Hal ini berkaitan dengan hal-hal seperti promos dan periklanan,
standar kontrak, layanan purnajual, harga, dan sebagainya. Hal -hal tersebut
berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan

produknya.

Terdapat asas-asas yang bertujuan sebagai usaha bersama para pihak yang
terkait seperti, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam hal ini terdapat
5 (lima) asas perlindungan konsumen sebagai mana yang diatur di dalam pasal 2
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Asas Manfaat, Asas Keadilan,
Asas Kessimbangan, Asas Keamanan dan Kesdamatan Konsumen Asas
Kepastian Hukum. keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya
untuk memenuhi kebutuhannya agar berimbang, maka Terdapat asas-asas yang
bertujuan sebagali usaha bersama para pihak yang terkait seperti, masyarakat,

pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) asas perlindungan
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konsumen sebagai mana yang diatur di dalam pasal 2 UUPK, yaitu Asas Manfaat,
AsasKeadilan,Asas K esei mbangan, Asas K eamanan dan K eselamatan Konsumen

Asas Kepastian Hukum.

2.2.2 Pelaku dalam jual beli online

Penjual adalah adalah orang yang menjual barang/jasanya kepada
konsumen, sedangkan pembeli/konsumen adalah orang yang membeli barang
yang dijual. Berikut adalah faktor mengapa konsumen memilih belanja online:

a. Kemampuan Finansal.

b. Lebih banyak promo yang ditawarkan ketika belanja online.

c. Ketika melihat keluarga/teman yang memiliki barang baru, terkadang
konsumen jadi ingin ikut membelinya walaupun tidak selalu butuh.

d. Iklan atau promos di media massa.

Dalam transakd jual beli online pringpnya adalah bahwa konsumen bebas
memilih barang atau produk yang akan dibeli dengan meng “click” gambar atau
tulisan barang yang ada di monitor sebagai tanda setuju. Konsumen dituntut untuk
pintar memilih barang atau produk yang akan dibdinya dengan mencari informas
perusahaan dan history perusahaan dalam transaks onlinenya. Namun, sebagai
konsumen secara dasar mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pasal 4
dan 5 mengena hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen dan tidak hanya konsumen pelaku usaha juga dilindungi
dalam pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewagjiban konsumen juga dalam Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen. (Eka, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha
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memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti atas kerugian yang
menyebabkan kerusakan atau pencemaran akibat dari mengkonsums barang atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksudkan dalam
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa
sgenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan memberikan santunan
yang sesual dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu tujuh (7) setelah tanggal transaksi
Pemberian ganti atas kerugian sebagai mana yang disebutkan dalam ayat (1) dan
ayat (2) tidak dapat menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila
ada pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. K etentuan dalam
ayat (1) danayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen.
a. Pengertian Penjual
Pelaku usaha adalah igtilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang

yang pada umumnya lebih dikenal dengan igtilah pengusaha. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen memberi pengertian (pasal 1 angka 3) sebagai berikut:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesa, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi”.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (I SEI) menyebutkan ada tiga kelompok
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pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku
usahatersebut terdiri dari: (Y essy & Sharon, 2022)

1. Invedtor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiaya berbagai
kepentingan usaha, seperti perbankan, leasing, dan penyedia dana lainnya;

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduks barang dan/atau
jasa dari barang barang dan/atau jasa-jasa lain, seperti usaha restoran, catering,
garment/konveks, developer perumahan, dan lain-lain;

3. Digtributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa kepada masyarakat, seperti usaha retail, rumah sakit/klinik,
dan lain-lain.

Kedudukan pelaku usaha secara umum dapat dijelaskan dengan poss
sebagai Let the buyer beware (caveat emptor) Pelaku usaha dan konsumen
seimbang sehingga tidak perlu perlindungan. Dalam artian ini, dalam sudut
pandang pelaku usaha, konsumen dipos sikan setara sehinggatidak diperlukannya
perlindungan secara khusus dan eksplisit. Kemudian kedudukan konsumen
berikut nya adalah The due care theory Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melakukan prinsp kehati-hatian dalam memasyarakatkan produk (barang/ jasq).
Kemudian Adapun kedudukan selanjutnya adalah The privity of contract Pelaku
usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru
dapat dilakukan apabila di antara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual.
Y ang terakhir adalah Prinsip kontrak bukan merupakan syarat Kontrak bukan
merupakan syarat untuk menentukan eksistens suatu hubungan hukum.

b. Pengertian Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
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Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap
orang, pemakal barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan
tidak untuk diperdagangkan. Selain UUPK, pengertian konsumen dapat dijumpai
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoali
dan persaingan usaha tidak sehat yang memberikan definisi konsumen adalah
setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan
sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain. (Undang-Undang Perlindungan
Konsumen: 1999)

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
secara umum dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu,

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk
memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen
antaraini sama dengan pelaku usaha; dan

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.(Eka, 2019)

Perlu ditekankan bahwa dalam pengertian konsumen akhir ini adalah syarat
“tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir”
(end/ ultimate consumer), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara

(intermediate consumer) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat,
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yang termasuk pengertian konsumen antara lain: pembeli barang/jasa, termasuk
keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasen,
klien dan sebagainya. (Kristiyanti 2008)

Kedudukan Konsumen secara umum dapat dijelaskan dengan poss sebagai
Let the buyer beware (caveat emptor) Pelaku usaha dan konsumen seimbang
sehingga tidak perlu perlindungan. Dalam artian ini, konsumen juga
berkedudukan sebagai pelindung bagi dirinya sendiri, dalam artian keseluruhan
proses jual-bdi yang dilakukan antara penjual dan pembei, konsumen harus
memiliki kesadaran penuh untuk memperhatikan hal-hal yang beresko
merugikan. Kemudian kedudukan konsumen berikut nya adalah The due care
theory Konsumen mempunyai kewajiban untuk melakukan pringp kehati-hatian
dalam memilih dan melakukan transaks jual beli. Kemudian Adapun kedudukan
selanjutnyaadalah The privity of contract konsumen mempunyai kewajiban untuk
melindungi kepentingan peaku usaha (contoh nya adalah menjaga nama baik
serta kerahasiaan yang diperjanjikan), tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila
di antara merekaterjalin suatu hubungan kontraktual . Y ang terakhir adalah Prinsip
kontrak bukan merupakan syarat Kontrak bukan merupakan syarat untuk

menentukan eksistens suatu hubungan hukum.

2.2.3 Marketplace/Online Store

Adanya store/marketplace dimana tempat dijualnya barang-barang yang
dibutuhkan oleh konsumen. Akan tetapi terdapat perbedaan antara marketplace
dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet dimana
banyak pihak berkumpul untuk melakukan prosestransaksi jual beli, adayangingin

mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang.
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Sedangkan online store adalah dimana pembeli bisa langsung memesan kepada
penjual, dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual atau toko yang
menjual barang dagangannya langsung ke konsumen secara online tanpa perantara
aplikasi marketplace . Contoh marketplace di Indonesa saat ini adalah BukaL apak,
Toko Pedia, Elevenia, Shopee, JD.id dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online
store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Lazada, Zalora, BerryBenka,
Groupon Indonesia, dan lain sebagainya.

Marketplace dapat melindungi konsumennya dengan cara menyiapkan
aturan-aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan barang yang
akan ditawarkan pada halaman platformnya. Hal yang harus dilakukan ol eh penjual
untuk menjual barang dagangannya di marketplace adalah sebagai berikut:
(Saputra, 2023)

a. Atur Informas Toko Dalam form pendaftaran penjual pada website
shopee, penjual mendaftarkan diri dengan mengisi form sesuai dengan
nama dan alamat tokonya juga mengisi email dan nomor Teepon
perusahaan.

b. Atur Jasa Kirim Setelah penjual mengis form informas toko penjual juga
mengisi form jasa kirim yang akan digunakan, sebelumnya penjual harus
sudah menghubungi emall perusahaan jasa pengiriman untuk

mendapatkan validasi.

Platform marketplace juga menyediakan sarana chatting yang bisa
menghubungkan langsung antara penjual dan pembeli, penjual dapat juga
diberikan penilai berupa jumlah bintang yang bisa diberikan oleh konsumen,

semakin besar jumlah bintang yang diberikan maka semakin baik penilaian



31

konsumen terhadap perusahaan tersebut, baik itu penilai mengenai kualitasbarang
dan pelayanan pengiriman yang sesuai dengan harapan konsumen. Sehingga
perusahaan yang buruk dapat dinilai dari jumlah bintang yang diperolehnya.
Sesual dengan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Undang-undang
Perlindungan Konsumen menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha. Sebagal pelaku usaha marketplace memiliki tanggung jawab, menurut
UUPK kewgjiban pelaku usaha yang kemudian menjadi tanggung jawab pelaku
usaha diatur dalam pasal 7. Dari ketentuan tersebut, marketplace menjamin
barang yang ditawarkan dalam platformnya sesuai dengan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku, misalkan mengenai bahan, warna dan ukuran yang
sesuai dengan gambar dan fisknya. Jika barang yang ditawarkan misalkan berupa
kosmetik atau barang yang se enisnya maka kandungan zat dari barang tersebut
adalah zat yang tidak berbahaya jika digunakan oleh konsumen. Juga harus jelas

kandungan atau komposis yang terkandung dalam barang tersebut.

2.2.4. Ketidaksesuaian produk

Ketidaksesuain secara harfiah diartikan sebagai tidak cocok, tidak sesuai,
berbeda, tidak sama. Sehingga ketidaksesuaian produk diartikan sebagai
ketidakcocokan produk atau ketidaksamaan produk sesuai dengan yang
diperjanjikan. Dalam konteks jual bei dan transaks online, ketidaksesuaian
produk diartikan sebaga ketidaksamaan atau ketidakcocokan produk yang
dipesan dengan produk yang diterima oleh konsumen sebagai pembeli. Dalam hal
ketidaksesuain ini ada banyak hal diantaranya, ketidaksesuaian warna,
ketidaksesuaian bentuk, ketidaksesuaian ukuran, ketidaksesuaian kualitas

barang/jasa, ketidaksesuaian jumlah barang dsb.
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Kelalaian dalam ketidaksesuaian produk yang diterima konsumen atau
pembeli ini mutlak merupakan tanggung jawab pelaku usaha, dikarenakan saat
transaks jual bei dilakukan, konsumen akan memberikan kualifikas atau
keterangan barang secara detail kemudian pelaku usaha atau penjual akan
mengirimkan barang atau memberikan barang sesuai dengan permintaan
konsumen. Maka, kelalaian pemberian barang yang tidak sesuai ini dikarenakan

faktor kelalaian pelaku usaha/penjual.

Dalam hal jual-bdi di marketplace online, umum nya penjual akan menaruh
deskrips produk yang dijualnya dengan keterangan yang sangat rinci. Keterangan
ini termasuk jenis produk, warna produk, kandungan produk, cara penyimpanan,
cara pemakaian, ukuran produk, dan ketersediaan jumlah produk yang dimiliki
pelaku usaha. Konsumen atau pembeli kemudian melakukan pesanan sesuai
dengan jenis produk sesuai dengan deskrips yang dicantumkan oleh penjual .

2.2.5. Prinsip Tanggung jawab dalam perlindungan konsumen

Secara umum prinsip-pringp tanggung jawab dalam hukum perlindungan
konsumen dapat dibedakan menjadi tanggung jawab yang berdasarkan pada
kelalaian/kesalahan (negligence), Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestas
(Breach Of Warranty), dan Tanggung Jawab Mutlak (strict product liability).
Tanggung Jawab berdasarkan kelalaian adalah tanggung jawab yang terjadi
dikarenakan kurang nya hati-hati oleh pelaku usaha dalam proses produks
barang/memberikan jasa kepada konsumen sehingga konsumen mendapatkan
kerugian akibat dari kurang hati-hati yang dilakukan pelaku usaha. Sedangkan
Tanggung Jawab wanprestas merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada

pelaku usaha akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa yang diperjanjikan oleh
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pelaku usaha kepada konsumen. Kemudian pringp tanggungjawab mutlak
merupakan tanggungjawab yang secara penuh dibebankan kepada pelaku usaha
yang didalamnya terdapat unsur kelalaian serta unsur wanprestasi yang dilakukan

oleh pdaku usaha kepada konsumen.

Berikut penjelasan lebih jauh terkait dengan ketiga pring p tanggung jawab
hukum dalam perlindungan konsumen:
1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan

(negligence)

Tanggung jawab atas kedlalaian merupakan suatu prinsp tanggungjawab
yang bersfat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh
pelaku usaha. Berdasarkan teori negligence, kelalaian dari seorang pelaku
usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian menjadi salah
satu faktor penentu bagi konsumen untuk dapat mengajukan suatu gugatan
kepada peaku usaha atas ganti terhadap suatu kerugian yang dialami oleh
konsumen. Negligence dapat juga digunakan sebagai dasar atas suatu gugatan
(Zulham, 2013). Suatu gugatan yang didasari pada negligence merupakan
Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai
dengan sikap kehati-hatian, kemudian dibuktikan dengan bukti yang jelas serta

memiliki kerugian materil.

Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah kerugian yang berbentuk
unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan
wanprestas pada perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan

melawan hukum. Kemudian Adanya hubungan kausalitas antara k esalahan dan
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kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh korban perbuatan
melawan hukum itu adal ah kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena
terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti
harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan
melawan hukum.
2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of

Warranty)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari
tanggung jawab atas kontrak (contractual liability). Jadi, apabila suatu produk
mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu
kerugian, maka konsumen dapat melihat is kontraknya baik tertulis maupun
tidak Dalam teori ini keuntungan yang didapat konsumen adalah penerapan
kewajiban yang bersifat mutlak (strict obligation), yakni suatu kewajiban yang
didasarkan atas suatu upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam

memenuhi janjinya.

Artinya, apabila pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan
kewgjiban serta janjinya, akan tetapi konsumen tetap mengalami suatu
kerugian maka peaku usaha tetap wajib bertanggung jawab mengganti atas
kerugian yang dialami konsumen. Adapun kelemahan dari teori ini dalam
memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, adalah adanya
batas waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, adanya kemungkinan
bantahan serta persyaratan hubungan kontrak. Kewajiban membayar ganti atas

kerugian dalam tanggung jawab atas wanprestas adalah akibat dari penerapan
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klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak,
yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian.

3) Prinsip Tanggung Jawab M utlak (strict product liability)

Pringp tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen
umumnya menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang dapat
merugikan konsumen atas barang yang dijualnya. Dalam tanggung jawab ini
dikenal dengan asas product liability. Menurut asas tanggung jawab mutlak,
pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang
dialami konsumen akibat dari penggunaan barang yang ia produks:
(Kristiyanti 2008).

a. Melanggar jaminan (breach of warranty), misalnya kegunaan barang
tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk.

b. Adanya unsur kelalaian (negligence), yakni kelalaian pelaku usaha dalam
memenuhi standar pembuatan obat.

c. menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).

Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum),
yaitu prindp pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang
tidak didasarkan pada kesalahan (sebagai mana tort umumnya), tetapi prinsip
ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Pringp pertanggungjawaban
mutlak (strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak
adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha
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yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian

itu.

Pada tata hukum yang ada di Indonesia strict liability secaraimplisit dapat
ditemukan di dalam KUHPerdata pada pasal 1367 yaitu: “Seseorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya.” “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang
kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada

mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”

Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya,
misalnya seseorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagai contoh seperti meledak dan
kejadian ini mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain. Maka pemiliknya
harus bertanggung jawab atas luka-luka yang diderita oleh orang tersebut,
tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu.
Begitu pula dengan anak-anak, jika mereka melakukan kesalahan yang
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka yang harus bertanggung
jawab atas kerugian tersebut adalah orang tua atau walinya, dan juga guru-guru
sekolah harus bertanggung jawab terhadap anak-anak jika waktu sekolah yang
mas h ada dalam tanggung jawab mereka. Begitu pula dengan para pekerja,

maka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan
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kerugian maka yang bertanggung jawab atas semua kerugian ini adalah para

majikan.

Dalam penerapannya Pasal 1367 ini sudah dapat dijadikan sebagai salah
satu dasarnya kata-kata “barang yang berada di bawah pengawasannya” dapat
dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya
kerugian, begitu pula dengan anak-anak dan para pekerja, yang berarti bahwa
tidak memerlukan adanya kesalahan dari pemilik barang, wali atau majikan.
Sedangkan untuk mempergunakan konsep strict liability ini pada bidang
perlindungan konsumen khususnya tanggung jawab produk, akan
memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan
perlindungan kepada konsumen. Dengan menggunakan kedua pasal 1376
KUHPerdata itu maka konsumen yang dirugikan dapat langsung meminta
pertanggung jawaban kepada para pemberi kerja (majikan). Hal ini tidak
dimaksudkan untuk menempatkan pelaku usaha pada posis yang sulit semata-
mata, tetapi karena kedudukan pelaku usaha yang jauh lebih kuat dibanding
konsumen yang antara lain disebabkan kemampuannya di bidang keuangan
sehingga seorang pelaku usaha dapat menggunakan jasa ahli hukum yang

terbaik dalam menghadapi suatu perkara.

Alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan atau memakai
konsep strict liability dalam perlindungan konsumen, khususnya tanggung
jawab produk adalah dengan melihat pada tujuan dari perlindungan itu sendiri.
Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen

untuk mempertahankan dan atau memperol eh apa yang menjadi haknya. Janus
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Sidabalok berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan
Konsumen di  Indonesia yaitu ‘“dengan memberlakukan konsep
pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan
konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu akan
dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika
dibandingkan dengan konsep kesalahan, dimana konsumen masih dibebani
kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Jadi dengan konsep
grict liability ini peaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian

yang diderita konsumen. (Saba Dol ok, 2010)

Pringp ini sering diidentikkan dengan prinsp tanggung jawab absolut
(absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan
kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability
adalah pringp tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai
faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang
memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan
force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab

tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Kesalahan dalam ketidaksesuaian jenis produk yang diterima oleh
konsumen merupakan tanggungjawab mutlak dari pelaku usaha, dikarenakan
konsumen telah mengikuti prosedur pemesanan sesuai dengan arahan
marketplace. Terlebih pula bahwa umumnya konsumen diberikan hak untuk

menambahkan keterangan khusus atas jenis produk yang akan dibelinya.
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2.2.6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penydesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah |lembaga yang
berfungs menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar
pengadilan. Dalam konteks skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Atas Ketidaksesuaian Produk Pakaian Dalam Jual Bei Online di Marketplace
Shopee”, peran BPSK sangat relevan sebagai salah satu mekanisme penyel esaian
sengketa non-litigas yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK). Berikut adalah rincian terkait BPSK:

1. Dasar Hukum BPSK :

- Pasal 49 UUPK menjadi landasan pembentukan BPSK.

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M -DAG/PER/2/2017 mengatur tata

cara penyelesaian sengketa oleh BPSK.

2. Tugas dan Wewenang BPSK:

- Menye esaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsilias, atau arbitrase.

- Memberikan edukas kepada konsumen tentang hak dan kewajiban mereka.

- Medakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku oleh peaku

usaha

Dalam kasus ketidaksesuaian produk yang dibeli melalui Shopee, BPSK
berfungs sebagal mediator antara konsumen dan penjual. Jika penyelesaian
sengketa melalui fitur internal Shopee tidak memuaskan, konsumen dapat

mengajukan pengaduan ke BPSK dengan alasan berikut:
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1. Wanprestasi Penjual: Barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan
deskrips yang dijanjikan (warna, ukuran, kualitas); Penjual tidak memberikan

ganti rugi sesuai ketentuan UUPK.

2. Kelemahan Sisem Marketplace: Shopee, sebagai penyedia layanan e-
commerce, dianggap lala mengawas pelaku usaha yang melanggar hak
konsumen; Fitur penyelesaian sengketa Shopee dianggap kurang efektif atau

lambat.

3. Prosedur Pengajuan Sengketa ke BPSK, Berikut adalah langkah-langkah

yang dapat diambil konsumen untuk mengajukan sengketa ke BPSK:

a. Pengajuan Pengaduan, Konsumen mengajukan laporan ke BPSK di
wilayahnya, dilengkapi dengan: Bukti pembelian (invoice, struk); Bukti
ketidaksesuaian produk (foto/video produk yang diterima); Dokumentasi

percakapan dengan penjual atau Shopee.

b. Pilihan Penyel esaian bisa meaui Mediad, Konslias, dan Arbitrase

BPSK merupakan solusi efektif untuk menye esaikan sengketa konsumen
di luar pengadilan, terutama dalam kasus seperti ketidak sesuaian produk di Shopee.
Namun, efektivitasnya tergantung pada edukas konsumen, kemitraan dengan

marketplace, dan penguatan regulasi pendukung.
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2.3. Landasan Teori
2.3.1. Teori Perlindungan Hukum

2.3.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep yang menjelaskan cara hukum
melindungi hak-hak individu dan kelompok, memastikan keadilan, serta menjaga
keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara. Dalam konteks
perlindungan konsumen, teori ini memastikan konsumen mendapatkan hak-hak
mereka dalam bertransaksi barang/jasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup
yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperol eh barang atau
jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan
dari penggunaan barang/jasa tersebut. Para ahli juga banyak yang mengemukakan
pendapatnya mengenai definisi perlindungan konsumen. Zulham mengemukakan
bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya perlindungan yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
dengan cangkupan yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang
dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

(Zulham, 2013)

Perlindungan konsumen secara keseluruhan peraturan dan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya

untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin
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terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat
bersfat dalam segala transaks jual beli, secara langsung maupun secara online
seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaks yang tidak melalui tatap
muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan
pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. (Zaeni

Asyhadie, 2016)

Philipus M Hadjon mengatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen
terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan
juga perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represf yaitu
perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanks terhadap
pelaku agar dapat menegakkan hukum yang sebenarnya yang biasanya dilakukan

di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang ber

tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan konsumen
menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan
konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen
merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk
memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para
konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan

oleh pelaku usaha. (Hadjon, 2015)

Azhar Nasution beiau juga berpendapat bahwa hukum perlindungan
konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau

kaidah-kaidah bersfat mengatur, dan juga mengandung sfat melindungi
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kepenti ngan konsumen. Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai
pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. (A.
Nasution, 1995) Dari pengertian pengertian yang telah diuraikan, maka
dismpulkan bahwasanya perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk
menjamin suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap
konsumen dalam mendapatkan barang/jasa, mulai dari tahap mendapatkan hingga

akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai konsumen yang telah
dikemukakan tersebut, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan,
yaitu: (Sutedi, 2009)

1. Konsumen komersa (commercial consumer) adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduks
barang dan/atau jasa.

2. Konsumen antara (intermediate consumer) adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan
kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan .

3. Konsumen akhir (ultimate consumer) adalah setiap orang yang
mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan
memenuhi  kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari

keuntungan.



2.3.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen serta pelaku usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tel ah ditentukan mengenai hak -
hak dari Konsumen. Hak seorang konsumen untuk memperol eh kenyamanan
dan keamanan dalam masa penggunaan produk atau jasa yang dibeli nya dari
pelaku usaha, hal ini untuk menjamin bahwa barang atau jasa yang
ditawarkan tidak memiliki dampak buruk untuk masa mendatang. Konsumen
juga berhak untuk mendapatkan informas yang benar dari produk atau jasa
yang ditawarkan serta mendapatkan barang dengan nilai rupiah yang
diperjanjikan. seperti seluruh bahan baku pembuatan dari produk tersebut
atau seluruh informas rangkaian jasa yang akan diberikan oleh pelaku usaha
harus diinformasikan kepada konsumen secara detail dan sebenar-benar nya.
Konsumen juga memiliki hak untuk menyampaikan keluh kesah atas barang
atau pelayanan jasa yang ia terima kepada pelaku usaha, itulah mengapa saat
ini sudah banyak pelaku usaha yang memiliki layanan customer service untuk
menampung aspirasi konsumen. Penyampaian aspiras juga penting untuk
perkembangan dan perbaikan dari pada barang dan jasa yang dijual oleh

pelaku usaha untuk lebih baik kedepan nya. (Josephine et al., 2020)

Serangkaian hak dan perlindungan kepada konsumen diberikan untuk
menjamin bahwakonsumen terhindar dari pada maraknyaaks penipuan yang
merugikan. Hal ini juga bertujuan untuk menjagaiklim perdagangan nasional
untuk terhindar dari berbagai dampak buruk kedepannya mengingat bahwa
perdagangan internasional saat ini telah menjadi peluang bisnis yang

memiliki peminat cukup banyak ditambah adanya kehadiran arus globalisas
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yang menghilangkan batas atas negara sehingga arus perdagangan menjadi

semakin pesat.(Naimah & Soesilo, 2021)

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UU
Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa demi keselamatan dan
keamanan bagi pihak konsumen maka konsumen diwajibkan untuk
memahami seluruh prosedur yang berlaku atas barang atau jasa yang hendak
digunakan. Kemudian konsumen juga diwajibkan membayar nominal yang
seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga barang atau jasa yang hendak
dibelinya. Konsumen juga diwajibkan untuk mengikuti peraturan perundang
undangan atas persdishan sengketa yang terjadi dengan pihak penjual.
(Wijaya & Juhana, 2021)

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pelaku Usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan
barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir,
leveransr dan pengecer profesional, (Toar, 1988) yaitu setiap orang/badan
yang ikut dalam penyediaan barang dan jasa. Dengan demikian, pelaku usaha
tidak hanya diartikan sebaga pelaku usaha, pembuat/pabrik yang
menghasilkan produk sgja, tetapi juga mereka yang terkait peredaran produk
sampai ketangan konsumen. Merekaitu adalah pabrik (pembuat), distributor,
eksportir atau importir dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum

maupun yang bukan badan hukum. (Sibadolok, 2010)

Sebagaimana halnya dengan konsumen yang memiliki hak dan kewajiban

yang senantiasa berjalan dengan beriringan dan saling mel ekat, demikian pula
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dengan pelaku usaha yang memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 7 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Beritikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya; Memberikan informas yang benar, jelas dan jujur
mengenal kondis dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; Memperlakukan atau
melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang
dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensas dan/atau ganti
rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas
yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur
Pasal 1388 KUHPerdata. Adanya ketentuan tersebut diharapkan konsumen
tidak menjadi pihak yang terus dirugikan akibat dari ulah pelaku usaha yang

tidak baik dan bertanggung jawab. (Saputra, 2023)

Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan pada faktor-faktor yang
membebaskan pelaku usaha dari tanggung-jawab atas kerugian yang diderita
oleh konsumen, meski kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu
apabila: (Chairunnisa, 2016)

a. Produk tersebut sebenarnyatidak diedarkan.

b. Cacat timbul di kemudian hari.
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c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol Pelaku Usaha.
d. Barang yang diproduks secara individual tidak untuk keperluan

produksi.

Cacat yang timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh
penguasa Di Amerika Serikat faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha
dari tanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

a. Kelalaian konsumen penderita.

b. Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat.

c. Lewatnyajangka waktu penuntutan.

d. Produk pesanan pemerintah pusat (federal).

e. Kerugian yang timbul (sebagai) akibat kelalaian yang dilakukan oleh
pelaku usaha lain dalam kerja sama produks (di beberapa negara
bagian yang mengakui joint and several liability).

2.3.2. Teori Tanggung Jawab Hukum
2.3.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala
sesuatunya atau fungs menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri
atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesa adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
(ika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan
sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban
yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact
being responsible). Menurut Titik Triwulan Tutik, Pertanggungjawaban harus

mempunyal dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi
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seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan
kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkannya. (Shinta &

Febrian, 2010)

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang
tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian
atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena keal paannya.
Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai
bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan

keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek
berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanks dalam hal perbuatan yang
bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk
melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan
(negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari
kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena
mengantis pas dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang

membahayakan. (Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013)

Menurut Abdulkadir Muhammad, Tanggung jawab juga diartikan sebagai
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skap moral terhadap pemenuhan kewajiban seseorang, sedangkan tanggung
jawab berarti skap hukum terhadap pelanggaran tanggung jawab atau
pelanggaran hak pihak lain. Menurut Abdulkadir, tanggungjawab disini juga
merupakan sikap yang ditanggung atas keseluruhan pelanggaran atau
ketidaksesuaian atas suatu hal tertentu yang diperjanjikan oleh pihak satu
kepada pihak lainya. Lebih lanjut, Abdulkadir menjelaskan bahwa teori
tanggung jawab dibagi menjadi beberapa hal diantaranya: (Muhammad, 2010)
1. Tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengga
(intentional tort liability).
2. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
lalai (negligence tort liability).
3. Tanggung jawab mutlak atas tindakan masalah tanpa masalah kesalahan

(strict liability).

Purbacaraka juga berpendapat bahwa asal-usul tanggung jawab terletak
pada pemanfaatan fasilitas dalam menerapkan kemampuan setiap individu
untuk menggunakan hak atau memenuhi kewagjibannya. Lebih lanjut, ia
menyatakan bahwa baik pelak sanaan kewajiban maupun penggunaan hak yang
kurang memadai atau memadai pada dasarnya harus disertai dengan
pertanggungjawaban, sebagaimana halnya dalam pelaksanaan kekuasaan.

(Purbacaraka, 2010)

Pengertian Tanggung Jawab Perdata Dalam ranah hukum perdata, setiap
individu memiliki kewajiban hukum terkait dengan konsekuensi dari

tindakannya yang berdampak merugikan orang lain. (Muhammad, 2000) Pasal
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1367 Hukum Perdata mengatur perbuatan melawan hukum, yang bertujuan
melindungi dan mengganti rugi pihak yang mengalami kerugian tanpa melihat
kesalahan pihak yang bersangkutan. Kewajiban dan tanggung jawab muncul
sebagai hasl dari kerugian yang dialami oleh setiap pihak terlibat. Secara
umum, konsep tanggung jawab hukum dapat dikelompokkan menjadi kategori

berikut:

'_\

. Ketiadaan kestabilan berdasarkan kesalahan (liability based on fault);

2. Asums kewajiban selalu dipegang (presumption of liability);

3. Asums ketiadaan kewagjiban sdlalu dipegang (presumption of
nonliability);

4. Kewajiban yang sangat tegas (strict liability);

5. Pembatasan kewajiban (limitation of liability);

6. Kewajiban yang dipegang oleh pihak lain (Vicarious Liability).

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang
lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung
jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana
seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak
diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. (Ridwan, 2005)
Pringp tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum
perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka
tidak lepas dari adanya prinsip-pringp mengenai tanggung jawab, karena
prindp tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam

perlindungan konsumen.
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Menurut  teori  Strict  Liability, seseorang dapat diminta
pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun iatidak bersalah namun
tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai
tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum
namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang
tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain,
jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban
merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi
kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa
aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di

masyarakat. (Chairul huda, 2011)

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban
hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan
tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia
bertanggung jawab atas suatu sanks bila perbuatannya bertentangan Tanggung
jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan
pertanggungjawaban kol ektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung
jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan
pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas
suatu  pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Konsep
pertanggungjawaban hukum pada dasarnyaterkait, namun tidak identik dengan
konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk

berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan
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syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti
ditunjukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun
dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang
pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang
dikenai sanks dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung

jawab atas pelanggaran. (Ke sen, 2008)

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan
hukum memiliki ruang lingkup yang | ebih luas dibandingkan dengan perbuatan
pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang pidana sgja, akan tetapi jika perbuatan
tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan
ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-
undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. (Komariah, 2001)

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain
bertentangan dengan kesusilaan maupun Sfat berhati-hati, kepantasan dan
kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat
diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-pringp hukum yang bertujuan
untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan
tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosal, dan untuk

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
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Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d

Pasal 1380 KUH Perdata

2.3.2.2. Bentuk Tanggung Jawab pelaku usaha dalam konsep perlindungan
hukum konsumen

Tanggung jawab adalah bentuk kewajiban menanggung segala sesuatu, jika
terjadi sesuatu dapat menuduh, menyalahkan dan menuntut. Tanggung jawab atas
kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Tanggung
jawab menurut hukum timbul dari akibat kebebasan bertindak yang berkaitan
dengan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatan itu. (Notoatmodjo, 2010)
Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen:

a. Contractual Liability, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu
tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku
usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen
akibat mengkonsums barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa
yang diberikan. Artinya dalam kontraktual ini terdapat suatu perjanjian
atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen;

b. Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara
langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat
menggunakan produk yang dihaslkan. Pertanggungjawaban produk
tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortious liability).
Unsur-unsur dalam tortious liability antara lain adalah unsur perbuatan
melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas antara
perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, product

liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of
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contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku
usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsums barang yang dihaslkan atau

diperdagangkan;

Criminal Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha
sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal
pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur
dadam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang
menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur
kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran
dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung
jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam meakukan

pembuktian..
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Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No § tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

| Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
L Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Transaksi Dagang Melalu Sistem

Elektronik

Bagaimana Perlindungan
Hukum terhadap Konsumen
atas  ketidaksesuman  produk
pakaian dalam jual beh online
di Marketplace Shopee?

1

Teon Perlindungan Hukum

Bagaimanakah  tanggung
jawab pelaku ussha atas
kerugian yang dualami olch
konsumen akibat
ketidaksesuaian produk
pakaian dalam jual beli online
di Marketplace Shopee?

1

Mctode Penelitian
o Yundis-
Empins
o  Studi lapangan
»  Observasi

Dalam teoni perlindungan hukum
bahwa ketidaksesuain  barang
vang ditenma olch konsumen
merupakan
mutlak yang harus ditanggung
pelaku ussha untuk membenkan
ganti rugi kepada konsumen.

tanggungjawab

o Dokumentast
o Wawancara

Teon Tanggung Jawab Hukum

1

Dalam  tcon  tanggungjawab
hukum, pelaku uvsaha memiliki
tanggungjawab dan bebang anti
rugi atas kelalalan nya dalam
meberikan  produk  yang tidak

-Tanggungjawab

-Upaya ganti rugi pelaku usgha
hukum  marketplace
shopee selaku penyedia layanan ecommerce

Perlindungan hukum Konsumen dan Tanggung
jawab Hukum bagi
Shopee schagai bentuk perlindungan konsumen

pengguna ecommerce

scsaul  denga napa  yang
diperjanjikan dalam e-commerce.
I
-Bentuk perlindungan hukum
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2.4.1. Penjelasan kerangka ber pikir

Kerangka pemikiran ini digambarkan oleh penyusun secara sisematis,
terstruktur, dan jelas. Fungsinya sebagai alat analiss dan dibuat untuk menjawab
isu hukum dari penelitian ini. Kerangka Pemikiran ini dimulai dari undang undang
no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan dasar berangkat
nya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli yang terjadi di
wilayah hukum Indonesia. Kemudian diatur pula pada undang-undang no 7 tahun
2014 tentang perdagangan. Kemudian dalam hal jual-bdli yang dilakukan melalui
onlinediatur |ebih lanjut dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi
dan transaks dektronik yang juga diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden
nomor 74 tahun 2017 tentang petajalan transaks dagang melalui s stem el ektronik.

Keempat peraturan tersebut merupakan peraturan yang didalamnya
menjamin perlindungan hukum bagi pelaku transaks jual-beli online yang terjadi
di wilayah Indonesa. Peraturan tersebut menarik minat penulis untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang “Perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli online di marketplace
shopee”. Penditian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan
dengan menganaliss fakta dilapangan dengan sumber hukum tersebut. Sementara
itu peneliti menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab
hukum untuk melakukan penelitian lebih jauh sebagai dasar pemahaman mengenai
konsep yang relevan dengan variabel penelitian. Landasan teori memberikan dasar

yang kuat bagi rumusan masalah, membantu peneliti untuk merumuskan
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pertanyaan penelitian yang lebih jelas, spesifik dan terfokus. Oleh karena itu,
kerangka pemikiran diakhiri dengan rumusan masalah yang akan diteliti oleh

peneliti.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu strategi atau cara untuk memperoleh jawaban
yang tepat atas permasalahan dalam sesuatu hal yang telah dirumuskan. Untuk
memperol eh jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu
yang sgstematis. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari,
mencatat, merumuskan dan menganaliss sampai penyusunan laporannya

(Ahmadi, 2001).

Dari hal tersebut diatas maka setiap penditian berangkat dari ketidaktahuan
dan berakhir pada suatu jawaban yang dapat dianggap hingga dapat dibuktikan
(Adkin, 2006) Mdalui penelitian yang telah dirumuskan pada proposal ini,
agar mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang telah digjukan.
Maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan cara membuat
metode penelitian sebagai berikut:

3.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif.
Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku
yang diamati. Data deskriptif menurut (Irwansyah, 2021) merupakan suatu
bentuk penelitian yang menggunakan penjabaran dan penggambaran deskriptif
terhadap fenomena-fenomena hukum di lapangan. Penjabaran data secara
deskriptif ini diharapkan mampu menjelaskan dengan rigid dan terperinci

segala kegadian yang terjadi pada objek penelitian. Metode kualitatif ini
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digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif |ebih mudah
menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini
menyajikan hakekat hubungan antara pendliti dan responden secara langsung
dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.
Penditian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan
dengan judul ”Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian

produk pakaian dalam jual beli online di Shopee.” (Tanzeh, 2015)

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan
data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang
berkenaan dengan “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas
ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli online di Shopee.”yang
kemudian perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif
akan | ebih mendorong pencapaian data yang bersifat |ebih mendalam terutama
dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini,
penditi menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat

berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

3.2. Jenis Penelitian
Jenis penditian dalam skrips ini adalah yuridis empiris yang mana
.obyek yang ditditi adalah fenomena hukum yang erat dengan fakta sosal.
Penditian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang keadaan yang ada serta
interaks lingkungan. Metode yuridis empiris ini memandang hukum sebagai

fakta yang bebasnilai dan dapat diamati. (Irwansyah, 2021) Penelitian yuridis
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empiris ini mempelgari gegala sosal yang terjadi dalam masyarakat
berdasarkan perspektif hukum nya. Penelitian ini lebih menekankan pada fakta
yang terjadi di lapangan. Berdasarkan tujuan yang ada dalam penelitian yuridis
empiris ini, diharapkan dapat mengetahui bentuk tanggung jawab atas
ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembei dalam hal jual-beli di

mar ketplace shopee.

Jenis penditian ini adalah penditian deskriptif (descriptive research)
yaitu untuk eksploitas dan klarifikas mengenai suatu fenomena atau
kenyataan sodal, dengan jalan mendeskripskan sgumlah variabel yang
berkaitan dengan masalah dan unit yang ditdliti. Pendlitian deskriptif adalah
suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan
subyek atau obyek penditian kemudian dianaliss dan dibandingkan
berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya
mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan
informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan serta | ebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Pola penelitian yang digunakan pada sudi ini adalah penditian
lapangan (field research), yaitu untuk mencari peristiwa-perisiwa yang
menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informas langsung
yang berkaitan dengan perspektif subjek hukum yaitu seorang para pihak yang
berperkara dalam data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk
fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Penelitian kualitatif

menggunakan pendekatan deduktif induktif, yaitu berangkat dari fakta- fakta
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kKhusus, peristiwa-peristiwa yang konkret. Kemudian dari fakta- fakta dan
peri stiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu generalisas yang mempunyai

sfat umum.

Menurut Mukti Fajar dkk, Penditian yuridis empiris memiliki
kesamaan dengan penelitian yuridis sosologis. Penelitian yuridis sosologis
merupakan pendlitian yang tetap menjadikan hukum normatif sebagai acuan
penditian namun mengkaji nya penelitian berdasarkan hasil interaksi hukum
dengan kondis sosial yang nyata dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering
disebut sebaga penelitian bekerjanya hukum dalam masyarakat.(Achmad,
2019)

3.3. Fokus Penelitian

Mélihat pembahasan tentang ilmu hukum yang cakupan pembahasannya
cukup luas maka diperlukan batasan dalam penditian ini, sehingga dalam hal
ini ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh penditi yaitu kajian
tentang ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen dalam jual beli secara online, prosesjual bei online dengan sistem
di Shopee, serta bagaimana Undang — Undang perlindungan konsumen
meindungi hak dan kewagjiban konsumen dalam melakukan jual beli online

apabila terdapat ketidaksesuaian dengan objek perjanjian yang disepakati.

3.4. Lokasi penelitian

Penentuan lokas dan setting penelitian dibingkai dalam kerangka
teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasonal, yang kemudian

dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki serta
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dikaji lebih mendalam. Karena, meskipun menariknya suatu kasus, tetapi jika
aulit dimasuki lebih mendalam oleh seorang penditi, maka menjadi suatu kerja
yang da-da. Dengan ini, maka peneliti menetapkan lokas penditian untuk
dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan, dan penditi harus sap
menghadapi kenyataan di lapangan yang mungkin terus berkembang seiring
dengan merebaknya kasus-kasus yang muncul. Untuk itu peneliti harus
berusaha untuk membatas rentang waktu fenomena yang diteliti dan setting
penditian. Lokas dalam penelitian ini adalah :

1. Toko Pieter Jackson Resinda Fashion, J. Raya Pakumbulan, Kentingan,
Rt.11 Rw.05, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekal ongan, Jawa Tengah,
51171; nama?

2. DRUGStore 05, J. Kwayuhan, Kebonsari, Rt 01/Rw 05, Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekal ongan, Jawa Tengah;

3. Eiji.id gore, J. Puri Utama No0.63, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekal ongan, Jawa Tengah;

4. Konsumen;

5. Dan Kantor LP2K

3.5. Sumber Data
a) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari
kegiatan pengamatan dengan melihat dan mendengar secara langsung dari
narasumber. Narasumber merupakan sumber data yang berupa orang.
sehinggadari responden di harapkan dapat terungkap kata-kataatau tindakan

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama
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(Ashshofa 2013: 67). Berikut sumber data primer yang dihasilkan mealui
wawancara:

1. Abdun Mufid, SH. sebagai Ketua Harian Lembaga Pembinaan dan

Perlindungan (LP2K) Provins Jawa Tengah,

2. Kusmilin hamizah sebagai pemilik Toko Pieter Jackson Resinda Fashion,

3. M.Ikhsan sebagai pemilik Toko DRUGStore 05,

4. Asana Dhiefa sebagai pemilik Toko Eiji.id store

5. Ibu Suriah sebagai pembeli,

6. Ibu Maya sebagai pembeli,

7. Bapak Rama sebagai pembsdli.

b) Sumber Data Sekunder
Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa sumber data sekunder
diperoleh melalui bahan pustaka (Bambang 2005: 8). Data sekunder di
bidang hukum dibagi menjadi sebagai berikut “Perlindungan Hukum
terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual beli
online di Marketplace Shopee.”
a Penditian Terdahulu,
b. Peraturan Perundang-Undangan,
c. Hasl Seminar [Imiah,
d. Artike Jurnal Ilmiah.
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat
digunakan oleh penditi untuk pengumpulan data, serta instrumen

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh pendliti
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dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi
sstematika dan lebih mudah. Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan
digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan objek <udi. Apabila
penditian berbentuk kasus-kasus, maka pengumpulan data dengan
menggunakan jenis penditian kualitatif. Dalam penelitian ini, pendliti
bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpulan data, dan

prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data pendlitian ini yaitu:

a) Observas

Observas (observation) adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan.
Metode pengumpulan data dengan observas artinya pengumpulan data atau
menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan/atau
dengan objek peneliti secara seksama yang cermat dan diteliti secara gstematis
terhadap apa dan bagaimana serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang
dilihat, didengar maupun terhadap subyek dan/atau objek yang diamati
tersebut. Atau observas merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui pengamatan dengan disertal pencatatan- pencatatan terhadap keadaan
atau perilaku obyek sasaran. dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan
langsung terkait pendapat subjek hukum dan para pihak dalam perkara
”Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian produk

pakaian dalam jual beli online di Shopee.”

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu

atau beberapa orang yang bersangkutan. M etode wawancara dalam konteks ini
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berarti proses memperol eh suatu fakta atau datadengan melakukan komunikas
langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara
temu wicara atau menggunakan teknologi komunikas (jarak jauh). Dalam
wawancara ini ada dua belah pihak yang berinteraks yaitu yang bertanya
disebut dengan pewawancara (interviewer) dan yang
diwawancarai/narasumber (interview) atau dalam penelitian disebut dengan
responden. (Sugiyono, 2015). Wawancara ini digjukan kepada pakar hukum
dan para pihak yang berperkara Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
atas ketidaksesuaian produk pakaian dalam jual bei online di Marketplace
Shopee.” melalui wawancara diharapkan peneliti Mengetahui hal-hal yang
lebih mendalam tentang partispas dan menginterpretaskan Situas dan
fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observas.
(Supardi, 2014) Berikut data wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam
pendlitianini:

1. Abdun Mufid, SH. sebagai Ketua Harian Lembaga Pembinaan dan

Perlindungan (LP2K) Proving Jawa Tengah

Penulis: Divisi apa dalam LPPK dalam menangani perkara perlindungan

konsumen di masyarakat?
Narasumber : dari divis pelayanan masyarakat

Penulis : Sejauh apa ruang lingkup LPPK dalam menaungi perselishan

antara konsumen dengan pelaku usaha?

Narasumber : LPPK hanya menangani perselishan yang berkaitan langsung

dengan hak-hak konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
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Penyelesaian yang dilakukan bersfat non-litigas, kecuali konsumen
memutuskan untuk melanjutkan ke pengadilan. Kemudian LPPK tidak
memiliki kewenangan memberikan hukuman pidana atau denda, tetapi
rekomendasinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi insans yang

berwenang.

Penulis : Menurut saudara, apa kelebihan jual-beli online yang dilakukan

melalui marketplace?

Narasumber : lebih mudah membandingkan produk dan harga, efisens
waktu dan energi, metode pembayaran yang variatif, jangkauan yang luas

untuk penjual, serta pilihan produk lebih beragam

Penulis : Menurut saudara, apa kekurangan jual-beli online yang dilakukan

melalui marketplace online?

Narasumber : meskipun jual beli online memiliki banyak kel ebihan, terdapat
juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti resko penipuan,
pengembalian barang yang rumit, kerusakan barang saat pengiriman, dan

biaya pengiriman

Penulis : Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan

undang undang kepada konsumen dan pelaku usaha?

Narasumber : Perlindungan konsumen yang diberikan ol eh undang-undang,
khususnya di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan ini bertujuan
untuk menjamin hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang

seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.
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Penulis : Apasgabentuk Laporan konsumen terkait dengan kesalahan yang
dilakukan oleh penjual kepada LPPK? Apakah penipuan, penggel apan atau

dalam bentuk kejadian seperti apa?

Narasumber : Dalam konteks Lembaga Perlindungan dan Penyelesaian
Konsumen (LPPK), jenis laporan yang paling sering diterima umumnya
terkait dengan pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Laporan ini
biasanya tidak hanya melibatkan kasus penipuan atau penggelapan, tetapi
juga berbagai bentuk pelanggaran lain yang berkaitan dengan hubungan
antara konsumen dan pelaku usaha yaitu diantaranya: Produk Cacat atau

Tidak Layak; Keterlambatan Pengiriman; Pelanggaran Informas Produk.

Penulis : Terkait dengan dengan fenomena kesalahan yang dilakukan oleh
penjual dalam mengirim barang yang tidak sesuai kepada konsumen, dan
pelaku usaha melarikan diri dan tidak meakukan itikad baik, bagaimana

LPPK menye esaikan sengketa tersebut?

Narasumber : jika pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai
dengan pesanan konsumen, L PPK dapat membantu menyel esaikan masalah
melalui beberapa tahapan dan mekanisme seperti penerimaan dan verifikas
laporan, medias antara konsumen dengan pelaku usaha, konsliag,

arbitrase, pdibatan aparat penegak hukum jika ada unsur pidana

Penulis : Bagaimana prosedur pelaporan yang harus dilakukan oleh
konsumen ke LPPK jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

usaha?
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Narasumber : untuk mengajukan laporan kepada L PPK, konsumen harus
mengikuti prosedur yang harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan
agar masalah dapat disdesakan dengan efektif yaitu dengan cara
mengidentifikas masalah, mengumpulkan bukti, menyusun laporan tertulis

dan mengajukan laporan ke L PPK

Penulis : Bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi antara konsumen

dengan pelaku usaha dalam lingkup non-litigasi?

Narasumber : penydesaian masalah melalui jalur non-litigas ini dapat

disel esaikan dengan cara negoisasi

Penulis : Apa harapan L PPK kedepan nyaterhadap perkembangan kegiatan

jual-bdi online?

Narasumber : LPPK memiliki sgumlah harapan terhadap praktik jual beli
online, terutama terkait perlindungan hak konsumen dan pengembangan

ekos stem perdagangan digital yang sehat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman perisgiwa yang lebih dekat dengan
percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang
berhubungan sangat dekat dengan kontek rekaman peristiwa tersebut. Teknik
dokumentas dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah
keakuratan, kebenaran data atau informas yang dikumpulkan dari bahan-
bahan dokumentas yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam
pengecekan keabsahan data. Analiss dokumentas dilakukan untuk

mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di
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tempat penditian atau yang berada di luar tempat penditian yang ada

hubungannya dengan penelitian tersebut.

Metode pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan latar belakang obyek penelitian yang didokumentasikan dan
kemungkinan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data penelitian
yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat pada peneitian
“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian produk
pakaian dalam jual beli online di Marketplace Shopee.” Dalam metode
dokumentas ini penditi akan melakukan dokumentas terhadap foto-foto
dalam pendlitian buku- buku sgjarah dan lainnya.

Validitas Data

Validitas data atau keabsahan data diterapkan untuk membuktikan
temuan had| lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan
data dilakukan dengan cara memuji kredibilitasnya menggunakan teknik
triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan untuk
mengukur atau membandingkan data yang sama dari sumber lain (Moleong,

2012) Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara:
1. Triangulas Sumber, dengan cara mengecek data yang diperoleh penulis
dengan berbagai sumber, kemudian data tersebut dikategorikan dan

dideskripskan kemudian dibedakan.

3.8. Teknis AnalisisData

Analiss data adalah proses pengorganisasan dan pemilahan data ke
dalam teori dan uraian dasar deskrips sehingga tema dapat ditemukan dan

hipotesi s kerja dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis



70

data dimulai dengan menelaah semua sumber yang ada mulai dari wawancara,
observas dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto,
gambar. Pengolahan data penditian ini dilakukan dalam empat tahap

(Moleong, 2012), yaitu :

Pengumpulan ., Reduksi Data
Data

Penarikan
Kesmpulan

- Penyajian Data
Berikut penjelasan bagan dari Teknik analisis data berdasarkan bagan
diatas, sebagai berikut:
a. Pengumpulan data, dilakukan dengan mencari data melalui wawancara,
observas, partigpatif langsung, dan dokumentas lapangan.

b. Reduks data, sesudah semua data terkumpul dan dicatat, kemudian
direduks dengan mengklasifikaskan, menginterpretasikan, membuang
yang tidak perlu dan mengorgani sasikan agar mudah ditarik kesimpulan.

c. Penyagjian data, data yang telah direduks merupakan kumpulan informas
dan kemudian disusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesmpulan/verifikas setelah datalengkap dan disajikan, ditarik

kesimpulan atau dilakukan verifikad.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian produk
pakaian dalam jual beli online di Marketplace Shopee

4.1.1. Perlindungan hukum pelaku usaha terhadap konsumen di
Marketplace Shopee

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasadi satu pihak
membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah
yang mencukupi, mutu barang dan jasa lebih baik serta adanya alternatif
pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di lain
pihak terdapat dampak negatif berupa dampak dari penggunaan teknologi itu
sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena semakin ketatnya persaingan
yang mempengaruhi masyarakat konsumen. (Andhika Mediantara Primayoga,
Hendro Saptono, 2019) Para produsen atau pelaku usaha akan mencari
keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsgp ekonomi. Dalam
rangka mencari untung, produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar
sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri yang pada akhirnya dapat
merugikan konsumen.

Berangkat dari massf nya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi
teknologi, membangkitkan semangat untuk menumbuhkan perlindungan
hukum yang baik kepada konsumen.(Yessy & Sharon, 2022) Secara umum
yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh
hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk

dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin
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dan dilindungi oleh hukum dalam meaksanakannya.(Mertokusumo, 2009)
Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap
kepentingan konsumen maka mulai dipikirkan kepentingan-kepentingan apa
dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan
tersebut dirumuskan dalam bentuk hak.

Persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Para produsen
atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai
dengan prins p ekonomi. Dalam rangka mencari untung, produsen atau pelaku
usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri
yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal-hal
tersebut di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari
kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktek bisnis curang atau
tidak sehat tersebut. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup
baru” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesa, meskipun
“dengungan” mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang
komprehensf bagi konsumen tersebut sudah digunakan sgak lama. (Fathul
Karim, 2019)

Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari
dampak negatif penggunaan teknologi yang massf saat ini, hal ini juga
bertujuan untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat bagi sesame
pelaku usaha dan iklim perdagangan yang harmonis secara nasional dengan
saling terintegras dan berkes nambungan untuk jangka Panjang. Suatu cita cita
besar bagi pembangunan nasional untuk menciptakan iklim perdagangan

internasional yang melahirkan Kerjasama dan dampak simbioss mutualisme
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antara masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Perlindungan konsumen yang
paten dan kuat menci ptakan terjadinya perputaran dana yang dapat berdampak
pada pembangunan ekonomi nasional.

Bentuk digitalisas dan globalisas yang terjadi dalam kegiatan transaksi
jual beli yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah muncul nya
marketplace online shopee yang muncul pada akhir tahun 2015. Shopee
menjadi platform paling banyak digemari oleh masyarakat dikarenakan
kemudahan dalam bertransaks di dalam nya. Kemudahan ini juga membantu
masyarakat untuk meningkatkan efisiens berbelanjayang tidak mengharuskan
masyarakat untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha. Keuntungan lainnya
adalah membuka peluang bagi banyak pdaku usaha untuk memperluas
orientas pasar mereka untuk menjual produk milik mereka.

Dalam hal massif nyajual bei online yang terjadi melalui marketplace
online, pemerintah mengintegrasikan berbagai peraturan undang undang untuk
memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, selainitu
hal ini juga bentuk komitmen pemerintah dan sebagai bentuk ketegasan
pemerintah untuk menghindari masuk nya siklus jual beli yang buruk yang
berdampak pada perekonomian nasional kedepan nya.

Rujukan pertama dalam hal perlindungan konsumen Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang Undang
perlindungan konsumen tersebut dijelaskan dengan rinci hak dan kewajiban
dari masng masng pihak. Kemudian mengikuti perkembangan arus
globalisasi Sebagai rujukan penyeenggaraan jual beli melalui marketplace

online pemerintah telah mengundangkan Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang
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PetaJalan Transaks Dagang Mealui Sistem Elektronik sebagai dokumen yang
memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan
yang transaks nya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam Roadmap E-commerce 2017-2019, perlindungan konsumen
menjadi salah satu program pemerintah yang akan diwujudkan melalui
beberapa kegiatan yang digunakan sebagai langkah antisipas dampak buruk
dari transaksi el ektronik.(Rongiyati, 2019).

Kemudian dalam Undang undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaks Elektronik yang disingkat UU ITE Yang kemudian
dipertegas dengan jelas dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks Elektronik
menjelaskan bahwa “Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada
konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai
dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”. Selain kedua ketentuan
tersebut di atas, apabilaternyata barang yang diterimatidak sesuai dengan foto
pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), pembdli
(konsumen) dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual)
secara perdata atas terjadinya wanprestasi pada transaksi jual beli yang
dilakukan oleh penjual.

Melihat serangkaian aturan hukum yang saling terintegras dan
menjelaskan serta menyatakan dengan tegas hal hal yang menjadi ruang
lingkup hak dan kewajiban bagi pihak pelaku usaha dan konsumen merupakan
bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada

masyarakat dan dengan tujuan menertibkan sklus perdagangan nasional.
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Segjarah internasonal bagi Pedoman Perlindungan Konsumen yang
dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Guidelines for Consumer
Protection) melalui Resolus PBB No0.39/248 tanggal 9 April 1985 padaBagian
[l tentang Prinsip-Pringp Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-
kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di
dunia adalah:

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan
keamanan konsumen;

2. Perlindungan kepenti ngan-kepentingan ekonomi konsumen;

3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat
memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;

4. Pendidikan konsumen;

5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;

6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang
sg enis dan memberikan kesempatan bagi |embaga-lembaga tersebut untuk
mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
(A. Nasution, 1995)

L ebih jauh amanat Undang-Undang perlindungan konsumen pada pasal
2 undang-undang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyd enggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Kemudian adapun berlandaskan pada asas keadilan dimaksudkan agar
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partisgpas seuruh rakyat dapat diwujudkan secara maksmal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewagjibannya secara adil. Sdlanjutnya adalah asas
keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan
spirituil. Selanjutnya, yang menjadi perhatian adalah asas keamanan dan
kesdamatan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan kesdlamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian,
pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsums atau digunakan. Kemudian
yang lebih utama adalah terciptanya asas kepastian hukum yang dimaksudkan
agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum, memperol eh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian
hukum.(Sidabal ok, 2014)

Dalam penditian ini, penulis memfokuskan pada bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen atask eti dak sesuaian produk pakaian dalamjual beli
online di Shopee dikaitkan dengan serangkaian bentuk mekanisme
perlindungan hukum di dalam nya. Pertama bahwa yang dimaksud dengan
konsumen adalah setiap pengguna barang untuk kebutuhan sendiri, keluarga
atau rumah tangga dan tidak untuk memproduks barang atau
memperdagangkan kembali atau disebut juga sebagai konsumen akhir yang
menggunakan barang belian nya untuk dipakai secara pribadi.(A. Nasution,
1995)

Kemudian, yang dimaksud dengan transaksi konsumen adalah proses

terjadinya peralihan kepemilikan atau kenikmatan barang dari pelaku usaha
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atau penyelenggara jasa kepada konsumen baik yang dilakukan dengan
transaks e ektronik maupun yang dilakukan melalui transaks konvensional.
Hubungan transaks yang tercipta ini kemudian melahirkan hubungan hukum
dan menciptakan hak dan tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak.

Akibat hukum yang timbul dari transaks jual beli yang dilakukan
secara elektronik maupun konvensional melahirkan hak dan tanggung jawab
konsumen serta hak dan tanggung jawab pelaku usaha. hak konsumen
merupakan hak yang diperoleh atas barang atau jasa yang dibdi nya. Hak ini
meliputi  atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsums/menggunakan barang, hak untuk memilih barang serta
mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondis serta jaminan yang
dijanjikan, informas yang benar, jelas dan jujur mengenai kondis dan jaminan
barang.

Kemudian kewgjiban konsumen adalah asas kehati-hatian dalam
berbelanja dapat dilakukan dengan membaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, demi keamanan
dan keselamatan, memiliki beritikad baik dalam melakukan transaks
pembelian barang, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti
upaya penye esaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dan
hak serta kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan Undang No. 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Selanjutnya akibat hukum bagi pelaku usaha yang timbul dari adanya
transaks jual-beli yang terjadi ialah hak dan kewajiban pelaku usaha. hak

pelaku usaha merupakan hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan
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mengenal kondis dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, hak untuk
mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik, hak melakukan pembelaan sepatutnya dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara
hukum kerugian konsumen tidak diabaikan oleh barang yang diperdagangkan.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan kewajiban pelaku usaha adalah
memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan
informasi benar, jelas, jujur atas kondisi dan jaminan barang memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau
melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif, menjamin
mutu barang yang diproduks atau yang diperdagangkan berdasar ketentuan
sandar mutu barang yang berlaku, memberi kesempatan konsumen menguji
atau mencoba barang tertentu, memberi jaminan, garans barang yang dibuat
atau diperdagangkan, memberi kompensas, ganti rugi atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian pemanfaatan barang yang
diperdagangkan, dan memberi kompensad, ganti rugi atau penggantian bila
barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian serta
hak dan kewagjiban lainnya yang diatur dalam ketentuan Undang No. 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen.

Apabila kita perhatikan hak-hak konsumen yang terdapat dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan hak-hak konsumen
yang terkandung dalam Pedoman Perlindungan Konsumen Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UN Guidelines for Consumer Protection) Resolusi PBB

N0.39/248 tanggal 9 April 1985 Bagian Il tentang Pringp-Pringp Umum
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tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Hal ini
disebabkan, karena hak-hak konsumen tersebut bersifat universal dan telah
diperjuangkan oleh lembaga-lembaga konsumen di dunia maupun oleh
mas ng-masi ng negara. (Rompis & Sungai, 2021)

Berdasarkan hak-hak konsumen di atas, secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut: (Sidabal ok, 2014)

a. Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam
kesehatan, jiwa dan harta bendanya (Hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan).

b. Pelaku Usaha wajib mencantumkan label produk secara lengkap perihal
produknya apakah produk tersebut cocok baginya (Hak untuk memilih).

c. Pelaku Usaha wajib memberikan informas jujur, benar dan jelas tentang
produknya melalui teknologi informas (Hak atas informas).

d. Konsumen berhak memberikan pendapat jika produk yang dikonsums
tidak sesuai informas yang diberikan serta mendapatkan penggantian atas
kerugian akibat mengkonsums (Hak didengar pendapat dan keluhan).

e. Kedudukan Pelaku Usaha secara ekonomi lebih kuat maupun dari segi
kekuasaan dibandingkan konsumen, dan karena itu konsumen perlu
mendapat pembelaan atas hak-haknya (Hak mendapat advokas).

f. Pelaku Usaha wajib memberikan informas yang benar dan mendidik
sehingga konsumen makin dewasa (Hak mendapat pembinaan dan

pendidikan).
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g. Konsumen berhak mendapat pelayanan tanpa ada perbedaan satus
ekonomi dan status sosa lainnya ( Hak dilayani secara benar dan tidak
di skriminatif).

h. Konsumen berhak atas ganti kerugian akibat mengkonsums suatu produk
yang tidak sesuai (Hak mendapat kompensas, ganti rugi dan penggantian).

Dalam transaksi yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen,
konsumen berhak atas informas produk atau jasa dengan detail dan jelas dan
pelaku usahamemiliki kewaji ban untuk memberikan seluruh informas tentang
kualitas produk tersebut tanpa adanya hal yang ditutupi. Hal ini sangat penting
untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam transaks jual beli
tersebut. Selain tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informas
yang lengkap, sebagai konsumen juga harus memiliki kemampuan literasi yang
baik untuk membaca dan memahami informas produk tersebut, sehingga
kesalahan fatal yang kemungkinan terjadi dapat dihindari.

Pada kasus dalam penditian ini, kerugian konsumen berawal dari
ketidaksesuaian produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan
deskrips atau barang yang diperjanjikan ol eh pelaku usaha. K etidaksesuain ini
dapat berupa kesalahan warna, kesalahan ukuran, kesalahan jenis pakaian,
kesalahan jenis barang yang dipesan, hingga kualitas pakaian yang diterima
oleh konsumen dalam keadaan tidak baik. Berikut tabel hasil penditian penulis
berdasarkan hasi| dari pengamatan:

Tabel 4. 1 Klasifikasi ketidaksesuaian produk



81

Warna Pudar, ada bercak kotor, | Tidak sesuai | Kesalahan pengiriman jenis
warnakusam dengan warna | warna. (konsumen memesan
yang di iklankan | warna merah, namun yang
diterima adalah  pakaian
dengan warna hijau)
Ukuran Ukuran SM,L,XL tidak | Tidak tersedianya | Ukuran pakaian yang diterima
sesuai ukuran umum nya | keterangan konsumen tidak sesuai dengan
(beberapa ukuran memiliki | tambahan terkait | yang dipesan oleh konsumen
ukuran yang relatif lebih | dengan ukuran.
kecil atau lebih besar dari
ukuran baju pada umumnya,
seperti ukuran pakaian L
untuk postur tubuh eropa
lebih besar daripada ukuran
L untuk pakaian dengan
postur orang ada pada
umumnya)
Kerapihan | Jahitan tidak rapi, banyak | Jahitan
jahitan benang yang tidak terjahit menimbulkan
bentuk  pakaian

yang tidak sesual
dengan yang di

iklankan
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Barang
tidak

sesuai

Konsumen menerima
pakaian yang tidak dipesan

nya. (konsumen memesan

pakaian jenis AA2 namun
yang diterima oleh
konsumen adalah pakaian

jenisBB2

Berdasarkan padatabe diatas, ketidaksesuaian produk pakaian yang diterima
oleh konsumen merupakan kesalahan yang disebabkan ol eh kelalaian pelaku usaha
dalam memberikan produk atau jasa nya. Dalam mar ketplace shopee, pelaku usaha
diwgjibkan untuk memberikan deskrips produk sejelas mungkin demi
memudahkan pembeli untuk memilih produk yang hendak dibeli. Dalam
mar ketplace shopee sendiri, Ketika pelaku usaha telah memasukan deskripsi secara
detail terhadap barang yang akan dibeli, secara otomatis akan masuk kedalam
aplikasi penjual tentang jenis produk yang di check-out atau dibeli oleh konsumen.
Sehingga dalam kejadian ini, kesalahan produk pakaian yang diterima oleh

konsumen merupakan kesalahan mutlak bagi pelaku usaha.

Ketidaksesuaian produk pakaian yang dipesan melalui marketplace shopee
juga dialami oleh Ibu Suriah, beliau mendapati beberapa kali barang yang beliau
diterimatidak sesuai dengan produk pakaian yang dipesan nya melalui marketplace
shopee. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 24

Oktober 2024 dengan ibu Suriah yang mengatakan bahwa:
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“saya membeli pakaian berupa satu set pakaian gamis Muslimah
melalui marketplace shopee. Saya membeli sesuai dengan etalase yang
dijual melalui online dengan keterangan gamis Muslimah ukuran L dan
berwarna hitam. Barang yang datang dan saya terima ukuran S, tentu

sajaini tidak sesuai.”

Gambar 4. 1 Dokumentasi Penulis dengan pengguna aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penuturan nya, kemudian I bu Suriah melakukan pengajuan
pengembalian barang kepada pemilik toko dengan mengirimkan video pembukaan
paket, dan mengajukan pengembalian barang melalui aplikas shopee. Menurut
penuturan nya, barang yang adi dan sesuai dengan pesanan nya dikirimkan setelah
7 (tujuh) hari kerja sgjak barang yang salah dikembalikan. Permasalahan tersebut
sesuai dengan kesepakatan bahwa pelaku usaha akan bertanggung jawab atas
kesalahan tersebut. Dalam hal ini, pdaku usaha memiliki itikad baik untuk

bertanggung jawab atas kelalaiannya.
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Hal lain dialami oleh Ibu Maya, sebagai salah satu pengguna aplikasi shopee
dalam melakukan belanja online. Beliau membeli pakaian untuk anak nya yang
mas h berusia 10 tahun yang kemudian tertera bahwa baju tersebut merupakan satu
set pakaian berwarna biru dengan motif atau gambar doraemon. Barang yang
sampai dan diterima nya telah sesuai dengan deskrips yang dipesan nya melalui

aplikasi, namun kualitas barang tidak sesuai dengan yang dipesan nya.

Gambar 4. 2 Dokumentasi penulis dengan konsumen Shopee

-

Pengalaman lain dialami olen Pak Rama, sebagai salah satu pengguna
mar ketplace shopee yang mengalami kesalahan produk pakaian. Beliau melakukan
transaks pembelian berupa kaos bola Manchester united di salah satu marketplace
di shopee, namun yang bdiau diterima merupakan kaos bola dengan klub bola
Chelsea. Beliau mengatakan bahwa pesanan seharusnya sesuai dengan apayang ia
pesan di aplikas, namun barang yang sampai tidak sesuai. Pak Rama tidak

memperhatikan bahwa toko online tempat beliau membeli kaos merupakan toko
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baru yang memiliki penilaian jelek dari konsumen lainya serta memiliki rate
bintang 2. Berdasarkan hasil pendlitian dan wawancara yang dilakukan dengan Pak

Rama pada hari jumat 25 Oktober 2024, menyatakan sebagai berikut:

“saya mengajukan pengembalian dana, namun penjual tidak merespon
laporan saya yang saya ajukan melalui aplikasi, sampai sekarang tidak
ada pengembalian dana, dan justru toko online tersebut sudah tidak

ada dan ada keterangan bahwa toko tersebut telah di blokir”

Gambar 4. 3 Dokumentasi Penulis dengan Konsumen pengguna aplikasi
Shopee

Berdasarkan penuturan beliau, bahwa jelas ketidaksesuaian produk pakaian
yang beliau diterima dari penjual merupakan kelalaian yang dilakukan ol eh penjual
atau pemilik toko. Namun, tidak adanya itikad baik kemudian membuat kerugian
yang dialami oleh narasumber. Menurut hasil dari penuturan Pak Rama, bahwatoko

online tempat ia membeli kaos bola kemudian telah diblokir ol eh shopee.
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Pembl okiran oleh shopee kepada toko online yang berada di bawah naungan
aplikasi shopee merupakan kebijakan shopee. Kolom penilaian yang diberikan oleh
shopee kepada konsumen merupakan suatu bentuk upaya shopee dalam
memberikan sanks kepada pelaku usaha apabila terindikas adanya penipuan atau
banyak nya kelalaian dan keluhan dari konsumen. Kolom penilaian barang dan
kolom penilaian toko merupakan tools yang diberikan untuk shopee turut melacak
kegiatan jual beli dibawah naungan aplikasi shopee. Serta adanya layanan call
centre yang menghubungkan pembeli dengan pihak shopee untuk menyampaikan

keluhan yang dialaminya.

Dalam hal pengajuan pengembalian barang, pembeli juga harus menuliskan
keterangan dan alasan yang konkrit terkait dengan pengajuan barang tersebut,
seperti keterangan berikut adalah salah satu contoh pengembalian barang yang

disediakan di aplikas shopee:

Gambar 4. 4 Contoh Pengajuan pengembalian barang

Bancan Pergombalan 8ars
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Berdasarkan dari pada hasl penditian dan wawancara dengan beberapa
konsumen pengguna marketplace shopee, dapat dismpulkan bahwa kesalahan
mutlak sendiri merupakan kesalahan absolut atau kesalahan yang benar benar
terjadi diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha. Kesalahan absolut ini kemudian
menimbulkan tanggungjawab mutlak bagi pelaku usaha untuk melakukan bentuk
tanggung jawab dan ganti rugi kepada konsumen. (Prinsip tanggung jawab mutlak
sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability)
kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas.
Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah pring p tanggung jawab yang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada
pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung
jawab mutlak misal nya keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah
pring p tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Sehingga
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab mutlak ini adalah tanggung jawab yang

memang terbukti terjadi kelalaian di pihak pelaku usaha.(Eleanora, 2018)

Pringp strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam penerapan nya dapat
dilihat kembali pada pasal 27 ayat C undang undang perlindungan konsumen yang
menyatakan bahwa cacat yang timbul kemudian akibat ditaatinya ketentuan
mengenai kualifikas barang, dalam hal ini tidak dijelaskan makna dikemudian hari.
Apakah dampak buruk yang muncul setelah penggunaan rentan waktu beberapa
hari atau dalam jangka beberapa bulan. Namun dalam hal penelitian ini pada
keti dak sesuaian produk pakaian yang diterima ol eh konsumen dapat dicermati |ebih

jauh. (Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief B. Sidharta, 2000)
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Pringp Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum
Perlindungan Konsumen Perbuatan melawan hukum (tort) didasari oleh bentuk
khusus dari Strict Liability yaitu kesalahan yang tidak berdasarkan perbuatan
melawan hukum mengenai prindp pertanggungjawaban sebagaimana tort
umumnya. Karena perbuatan melawan hukum tersebut maka pelaku usaha pribadi
wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Kesalahan yang ada tidak lagi
dipersoalkan pada strict liability atau prinsp pertanggungjawaban mutlak ini.
Namun pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas konsumen yang mengalami
kerugian karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan kerugian yang ditimbulkan
oleh produknya yang cacat karena seharusnya pelaku usaha dapat mencegah hal
yang tidak menyenangkan ini Terdapat 3 klasfikas penerapan tanggung jawab

mutlak:(Ahmad Miru, 2013)

1. kesalahan produks : jahitan tidak rapi, terdapat sobek, kancing baju yang
tidak terbuka, kancing hilang, cacat desain, (kesalahan yang disebabkan
oleh kurang nya (kelalaian yang disebabkan oleh kurang nya quality
control)

2. kesalahan pengiriman produk : produk yang dikirimkan bukan merupakan
produk yang dipesan oleh pembeli danjauh berbeda dari apa yang dipesan
oleh konsumen.

3. Keseimbangan antara risiko dan manfaat.

Sehingga, menurut penulis bahwa ketidaksesuaian produk yang diterima ini
merupakan kesalahan yang berasal dari pelaku usaha. Memperhatikan faktor faktor
tersebut, upaya perlindungan konsumen juga dilakukan oleh pihak Shopee selaku

penyedia marketplace dengan menyediakan layanan pengembalian barang dan
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klaim atas barang tersebut. Hal ini dilakukan shopee sebagai bentuk tanggung
jawab shopee selaku penyedia e-commerce. Berikut adalah bentuk tanggung jawab
dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh shopee selaku penyedia

layanan e-commerce:

1. Fitur Permohonan untuk pengembalian barang/dana atau Kebijakan
pengembalian barang
Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam K ebijakan Pengembalian
Dana dan Barang ini serta Syarat Layanan, Pembeli dapat mengajukan
permohonan untuk pengembalian barang yang dibeli ("Barang") dan/atau
pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garans Shopee seperti
yang tercantum dalam Syarat Layanan. Garans Shopee adalah layanan
yang disediakan ol eh Shopee, atas permintaan Pengguna, untuk membantu
Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama
jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikas secara pribadi
untuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak
berwenang setempat untuk membantu mereka mengatas sengketa yang
terjadi sebelum, selama atau setelah menggunakan Garansi Shopee.
2. Fitur Permohonan untuk Pengembalian Barang dan/atau Pengembalian
Dana
Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian Barang
dan/atau pengembalian dana dalam situasi berikut:
a. Barang belum diterima oleh Pembeli;

b. Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima; Q2
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c. Penjua telah mengirimkan Barang yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb.) kepada
Pembeli;

d. Barang yang dikirimkan kepada Pembeli secara material berbeda dari
deskrips yang diberikan oleh Penjual dalam daftar Barang; atau

e. Mdalui kesepakatan pribadi dengan Penjual dan Penjual harus
mengirimkan konfirmasi kepada shopee mengenai kesepakatan tersebut
Permohonan Pembeli harus dikirimkan melalui Situs.

Shopee akan meninjau setiap permohonan Pembeli kasus per kasus dan,
atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan Pembdi
berhag | atau tidak. Jika Pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap
Penjual, Pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak
yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee terus menahan
uang pembeian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya
sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus
menahan uang pembelian tersebut.

3. Syarat mengembalikan barang Untuk menikmati pengalaman yang tidak
merepotkan saat mengembalikan Barang, Pembeli harus memastikan
bahwa Barang, termasuk setiap barang gratig/bawaan seperti aksesoris
yang datang bersama dengan Barang, harus dikembalikan kepada Penjual
dalam kondis yang diterima oleh Pembeli pada saat pengiriman. Kami
akan menyarankan Pembeli untuk mengambil foto Barang pada saat
diterima.

4. Tanggung Jawab Biaya Pengiriman
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Barang Y ang Dikembalikan Tanggung Jawab Biaya Pengiriman Barang
Yang Dikembalikan Dalam skenario dimana Penjual dan Pembeli
mempersengketakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas biaya
pengiriman Barang yang dikembalikan, Shopee atas kebijakannya sendiri
akan menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya
pengiriman pengembalian Barang.

5. Pengembalian dana Uang

Pembeli hanya akan dikembalikan setelah Marketplace Shopee menerima
konfirmad dari Penjual bahwa Penjual telah menerima Barang yang
dikembalikan. A pabila Marketplace Shopeetidak mendengar dari Penjual
dalam jangka waktu yang ditentukan, Marketplace Shopee memiliki
kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada Pembeli
tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Penjual. Untuk informas lebih
lanjut tentang batas waktu tanggapan Penjual,Pengembalian dana akan
dilakukan ke kartu kredit atau akun ShopeePay Pembeli, yang mana yang
sesuai.

Bentuk tanggung jawab shopee selaku penyedia platform marketplace dalam
melakukan upaya perlindungan kepada konsumen dan sebagai bentuk turut serta
membangun iklim perdagangan yang kondusif, shopee menyediakan fitur penilaian
toko. fitur penilaian toko ini dapat membantu shopee untuk melacak apakah toko
online yang menggunakan platform shopee telah melakukan tanggung jawabnya
sebagai pelaku usaha atau tidak. Hal ini dilakukan juga untuk turut membantu
konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaks jual beli dengan

memperhatikan rating di marketplace shopee yang akan dipilih nya. Berikut adalah
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contohrating di marketplace shopee untuk mengetahui seberapa banyak ulasan baik

dan keberhasilan transaksi yang terjadi melalui toko tersebut:

Gambar 4. 5 Fitur Rating di Marketplace Shopee
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Fitur tersebut menandakan bahwa pemilik toko memiliki rating 4.9 dari total
poin 5.0 yang dapat diartikan bahwa telah banyak pembei yang meakukan
transaks melalui toko tersebut. Fitur ini disediakan sebagai upaya pencegahan
peni puan dan menghindari dampak buruk dikemudian hari seperti adanya indikasi

tindak pidana peni puan.

Undang-undang perlindungan konsumen mengena pertanggungjawaban
pelaku usaha untuk bisa mempertanggung jawabkan kelalaiannya terhadap
konsumen. Masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami
konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab
mutlak (strict liability) sebagaimana yang mengatur tentang Pertanggungjawaban
Pelaku Usaha pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan
Pasal 27 Bab VI. Substansi berdasarkan pasal -pasal diatas yaitu bahwa): (Susanti,

2008)

a) Tanggung jawab pelaku usaha mencakup segala kerugian yang meliputi

konsumen. Konsumen dapat meminta pertanggung jawaban jika pelaku
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usaha iklan menghasilkan iklan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja
sama yang telah dilakukan.

b) Bertanggung jawab secara mandiri terhadap konsumen karena konsumen
sudah mengalami kerugian atas produk atau jasa yang ditawarkan seperti
tidak sesuai dengan contoh komposis atau mutu pada perjanjian
sebelumnya.

¢) Memiliki kewajiban untuk memberikan garans atau jaminan berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati. Contoh, garansd mengenai penggunaan
barang yang dijual dalam waktu | tahun pada konsumen. Konsumen tidak
bisa menuntut pada pelaku usaha jika tidak ada perjanjian mengenai
kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab pada produk atau jasa
yang dijual. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan
konsumen, konsumen tidak dapat menggunakan aasan Perbuatan
Melanggar Hukum.

d) Pelaku usaha tidak memenuhi ganti rugi karena barang yang cacat di
kemudian hari dan sesuai dengan perjanjian yang hanya mampu

bertanggung jawab sampai pada masa kadaluwarsa berakhir, yaitu 4 tahun.

Konsep tanggung jawab mutlak yang dijelaskan di ataskemudian dibenarkan
oleh pelaku usaha pemilik toko online “Eiji.id Store dengan owner atau pemilik ibu
Asana Dhiefa” yang merupakan salah satu pelaku usaha yang mencoba menjualkan
barang dagangannya mealui platform shopee. Menurut Hasil wawancara pada

sdlasa 22, Oktober 2024 dengan Bapak Asana Dhiefa dari toko Eiji.id bahwa

Sebagai berikut:
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“kesalahan produk yang diterima oleh konsumen dan berhubungan
dengan kelalaian kami selaku pelaku usaha, semampu mungkin akan
kami lakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Umumnya kami akan memenuhi permintaan pengembalian dana atau

refund yang diajukan oleh konsumen melalui aplikasi shopee”

Menurut penuturan lbu Asana Dhiefa pemilik toko Online eiji.id, bahwa
mentaati peraturan yang ada dan memenuhi pengembalian dana apabila mutlak
menjadi kesalahan penjual adalah sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan
sebagai bahan evaluas kedepan nya untuk kemajuan toko tersebut. Menurut Hasll
wawancara pada selasa 22, Oktober 2024 dengan | bu Asana Dhiefadari toko Eiji.id

bahwa Sebagai berikut:

“pemenuhan hak atas konsumen jika kelalaian dilakukan penjual maka
akan menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi penjual dan tim untuk
berkembang memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha serta
menghindari adanya jejak digital yang buruk dikemudian hari yang
dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah pemblokiran

situs belanja online”
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Gambar 4. 6 Dokumentasi bersama Owner Online Shop "Eiji.id”

Dewasa ini telah banyak pelaku usaha yang juga mencari peruntungan
melalui platform shopee, sehingga penggunaan e-commerce menjadi perhatian
khusus ol eh pemerintah. Terkait dengan mekani sme pengembalian danaatau refund
yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dapat dilakukan dengan

beberapa Langkah berikut:

1. Demi terciptanya asas kehati-hatian maka pastikan sebelum melakukan
pembayaran, dipastikan Kembali bahwa barang pesanan telah sesual
dengan yang diharapkan.

2. Ketika barang sampai di alamat tujuan, biasakan untuk membuat video
Ketika melakukan pembokaran kemasan, hal ini bertujuan untuk bukti
kepada pelaku usaha apabila ditemukan nya keti dak sesuaian.

3. Apabila barang tidak sesuai, maka konsumen berhak untuk melakukan

klaim dan melakukan pengembalian dana.
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4. Kemudian pengembalian dana akan disetujui apabila bukti yang

diserahkan telah rigid.

Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa
penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, namun
penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak kadang dirasa tidak patut,
lebih-lebih jikapara pihak yang menghadapi sengketa tersebut memiliki kedudukan
yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan juga banyak terjadi dalam hubungan
antara konsumen dengan pelaku usaha, namun ketidakseimbangan tersebut telah
diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Usaha untuk menyeimbangkan kedudukan
antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan dengan menentukan hak dan
kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta larangan pencantuman klausula

baku tertentu dalam perjanjian.

Toko online DR Store 05 Official yang dimiliki oleh saudara M. Ikhsan yang
berlokas di J. Kwayuhan, Kebonsari, Rt 01/Rw 05, Kecamatan Karangdadap,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan salah satu pelaku usaha yang
menjualkan produk pakaian nya melalui marketplace shopee. Menurut penuturan

beliau sesuai dengan has| wawancara yang dilakukan pada jumat 18 oktober 2024

sebagai berikut:

“ Kesalahan produk itu memang dapat terjadi karena terkadang
adanya faktor kesalahan dari kami selaku pelaku usaha. Kalua
memang betul kesalahan nya adalah dikarenakan kelalaian kami, maka

kami bersedia bertanggung jawab dengan penuh. Namun juga perlu di
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perhatikan bahwa dalam menerima barang, konsumen atau pembeli
diharuskan untuk melakukan bukti berupa video saat membuka barang
tersebut, dikhawatirkan barang ter sebut rusak atau cacat karena bukan

kelalaian kami”

Gambar 4. 7 Dokumentasi dengan pemilik toko online DR Store 05 Official

Menurut penuturan saudara M.lksan, konsumen juga harus dapat
membuktikan bahwa kerusakan atau kelalaian yang terjadi pada produk yang
dikirimkan harus terbukti merupakan kelalaian dari pelaku usaha. Di marketplace
shopee, telah disediakan fitur untuk mengupload bukti penerimaan barang dan
video Ketika konsumen membeli barang yang diterima nya, hal ini juga
memudahkan shopee untuk memberikan perlindungan kepada konsumen untuk
mengajukan ganti rugi dan jugakepada pelaku usahauntuk terhindar dari konsumen

yang tidak bertanggung jawab.

Pringp perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya kerugiannya bagi konsumen, dan melindungi konsumen agar tetap
memperoleh barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang

dibayarkan, namun apabila tetap timbul kerugian, maka konsumen pun berhak
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mendapatkan penyeesaian sengketa secara patut. Penyelesaian sengketa secara
patut adalah memperhatikan hak-hak dari konsumen, yang menikmati kualitas
barang / jasa, dan mengikuti prosedur yang sesuai dan tidak memihak dalam

penye esaian kasusnya. (Achmad Miru, 2013)

Penanganan perkara yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha
kemudian menjadi hal yang kerap kali timbul akibat dirasa tidak adanya kepastian
atau keadilan yang dirasakan oleh konsumen terhadap kelalaian peaku usaha
Sengketa muncul karena adanya salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga
melakukan tuntutan kepada pihak yang lain. Begitu pula dengan sengketa
konsumen yaitu sengketa yang melingkupi hukum pidana dan hukum administrasi
negara karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur

penyel esaian sengketa bersifat ganda dan alternatif .

Pengertian bergfat ganda disini ialah penyel esaian sengketa dengan berbagai

sstem, yakni :

a. Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan (in court resolution)

b. Penyel esaian sengketa perdata di luar Pengadilan (out court resolution atau
juga disebut alternative dispute resolution)

c. Penyelesaian perkara secara pidana (criminal court resolution)

d. Penyelesaian perkara secara administratif (administrative court resolution)

(Eleanora, 2018)

Terkait dengan permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dengan
konsumen, pemerintah Indonesa membentuk lembaga perlindungan konsumen

yang berfokus untuk menye esaikan sengketa yang terjadi di antara pihak tersebut.
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Kedudukan Lembaga ini tentu nya mengupayakan adanya penyelesaian perkara
yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam penditian ini, penulis melakukan
wawancara pada hari Senin, 21 Oktober 2024 dengan Bapak Abdun Mufid, S.H
dari Lembaga pembinaan dan perlindungan konsumen (LP2K) Provins Jawa

Tengah yang menuturkan sebagai berikut:

“keberadaan Lembaga penyelesaian sengketa ini dibentuk dengan
tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dan sebagai
wadah penyelesaian sengketa. Tentu utama nya menghindari
perselisihan dibawa hingga ke meja hukum. Apabila kedepan terjadi
perselisihan yang mengharuskan kedua belah pihak menyelesaikan
permasalahan nya ke pengadilan maka tentu kami akan turut serta

membantu dan mendampingi”

Gambar 4. 8 Dokumentasi dengan LP2K Jawa Tengah

uT
g aion

Berdasarkan penuturan dari Bapak Abdun Mufid, SH yang Ketua harian
bagian Pelayanan masyarakat dari L embaga Pembinaan & Perlindungan Konsumen
(LP2K), permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha umumnya

sangat diupayakan dengan penyel esaian perkara secara non-litigas. Namun apabila
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perkarayang masuk merupakan perkarayang jelas merupakan tindak pidana, maka
LP2K akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, namun akan tetap

diupayakan dengan penye esaian perkara secara non-litigasi

Adapun Langkah Langkah peaporan penydesaian masalah melalui Lp2K

adalah sebagai berikut:

1. Pelapor/konsumen membuat surat aduan laporan yang ditujukan kepada
kantor LP2K.

2. Pelapor/konsumen menyiapkan seluruh bukti yang mendukung.

3. Laporan akan diterima oleh LP2K dan menunggu.

4. Pemanggilan pelapor untuk dimintai keterangan kronologis.

5. Pemanggilan terlapor.

6. Upaya penyel esaian secara non litigad.

Menurut penuturan dari Bapak Abdun Mufid, S.H yang Ketua harian bagian
Pelayanan masyarakat dari Lembaga Pembinaan & Perlindungan Konsumen
(LP2K), marketplace shopee sebagai platform belanja online berkedudukan sebagai
penyedia layanan jasa transaks atau hanya sebagai wadah bertemu nya pelaku
usaha dengan konsumen, sehingga permasalahan yang timbul antara pelaku usaha
dan konsumen merupakan permasalahan yang timbul murni akibat hubungan
pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri. Secara garis besar, kedudukan shopee
sebagal aplikasi kemudian pelaku usaha sebagai mitra usaha, dan konsumen
membeli barang langsung dari peaku usaha bukan transaks murni dari shopee.
Shopee hanya berkedudukan sebagai sekuritas yang memberikan keamanan dan

kemudahan berbelanja.
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4.1.2. Perlindungan hukum yang timbul atas Hubungan Hukum antar a Pelaku
usaha dan Konsumen di Marketplace shopee
Hubungan hukum antara pihak shopee dengan penjual adalah hubungan
kerjasama dan adanya pemberian kuasa. Dari hubungan hukum tersebut akan
menimbulkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban penjual dalam
bertransaks jual beli. Penjual sebagal penyedia barang dan shopee sebagai
penyedia platform marketplace/penyedialayanan. Dalam transaks jual beli shopee
dengan pihak penjual mempunya hubungan hukum yaitu sebagai pengguna
layanan/ kerjasama di situs yang disediakan oleh pihak shopee untuk memperjual

belikan berbagai macam produk yang ingin dijual oleh penjual.

Salah satu kewgjiban shopee adalah memberikan layanan yang telah

disediakan oleh pihak shopee yaitu:

a) aplikad, aplikas yang dimaksudkan disini adalah seperangkat software

untuk menjalankan aplikasi shopee.

b) layanan yang disediakan oleh aplikas dan oleh perangkat lunak klien
shopee yang tersedia melalui aplikasi shopee, hal ini termasuk keseluruhan
layanan yang diberikan shopee kepada pelaku usaha dan konsumen dalam

menggunakan aplikas shopeg;

¢) semua informad, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik,
pesan, tag, komen, pemrograman,perangkat lunak, layanan aplikas dan
materi lainnya yang telah tersedia. Hal ini mencakup keseluruhan petunjuk
penggunaan dan seluruh informasi tentang shopee baik yang akan digunakan

kepala pelaku usaha maupun kepada konsumen.
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Dan hak Shopee yaitu untuk mengganti, mengubah, menangguhkan, atau
menghentikan, semua atau bagian dari Stus atau layanan setiap saat atau setelah
memberikan pemberitahuan sebagai mana di syaratkan ol eh perjanjian dan peraturan
di shopee, dan shopee mempunyai hak untuk menahan uang yang dari pembelian
atas dasar hak retens yaitu hak menahan uang sampai menjual menyel esaikan
transaks tersebut dari pemberian kuasa yang dilakukan penjual terhadap pihak

shopee. (Rebia, 2022)

Kemudian, Hubungan hukum antara shopee dengan pembeli hanya sebagai
pengguna aplikasi/layanan tidak hanya sebagai pengguna layanan/aplikas dan
pengguna yang memperoleh barang/atau jasa secara online yang mana shopee
menyediakan platform untuk konsumen melakukan transaks jual bdi, pihak shopee
dengan pembdi tidak terkait secara langsung. Shopee juga memberikan
kenyamanan kepada konsumen dalam melakukan transaks jual beli di aplikas
shopee, dan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dalam bertransaks
termasuk dalam permasalahan terkait pengiriman barang karena shopee harus
menjamin barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan keadaan utuh atau
tidak rusak. Dimana pembeli dilibatkan oleh penjual dalam terjadinyatransaks jual
beli. Shopee dengan konsumen mempunyai perjanjian/kontrak yang mana isi
kontrak telah ditentukan oleh pihak shopee. Disini shopee bertindak sebagai
perantara antara penjual dan pembdi, hubungan tersebut timbul pada saat

melakukan transaks jual beli dengan penjual. (Akbar, 2020)

Hubungan hukum yang timbul dari pada shopee, pelaku usaha dan konsumen
merupakan hubungan hukum dengan garis terputus-putus. Shopee bertindak

sebagai wadah atau aplikasi untuk menyediakan layananan, sama hal nya dengan



103

layanan aplikas internet lainnya. Shopee menempatkan posis nya bukan sebagai
subjek hukum yang bersinggungan secara langsung, sehingga hubungan shopee
dengan pelaku usaha hanya sebagai penyedialayanan, dan shope kepada konsumen
juga berkedudukan sama sebagai penyedia layanan. Hubungan hukum yang

terbangun hanya pada pelaku usaha dan konsumen di dalamnya.

Timbulnya hubungan hukum diatas, menjelaskan bahwa kedudukan shopee
sebagai penyedia layanan aplikasi berbasis internet, juga turut memiliki tanggung
jawab atas hal-hal yang terjadi sebagai dampak dari penggunaan aplikasi shopee.
Hal ini yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen berasaskan drict-
liability atau tanggung jawab mutlak. Dalam tanggungjawab mutlak, ada atau ti dak
adanya kesalahan maka akan tetap menjadi kesalahan mutlak bagi penyelenggara

media penjualan untuk turut serta bertanggung jawab.

Pringp tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan
UUPK adalah tanggung jawab produk (product liability) yang bersfat tanggung
jawab mutlak (absolut liability), hal tersebut didasarkan pada adanya prins p bahwa
konsumen tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan pada
pelaku usaha yang menyebabkan kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa
sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Meskipun tanggung jawab produk
(product liability) dimaksud bersifat tanggung jawab mutlak (absolut liahility),
akan tetapi pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha mash
bergantung pada pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan

oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
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secara umum kerugian yang diderita oleh konsumen adalah berupa kerugian
materiil yaitu kerugian yang secara nyata dialami oleh konsumen dalam bentuk
ketidaksesuaian produk pakaian berkenaan dengan penggunaan shopee sebagai
aplikasi jual-beli, dengan demikian pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan
oleh pihak shopee terhadap konsumen didasarkan pada keadaan-keadaan sebagai

berikut :

a. Apabila kerugian yang dialami disebabkan karena kesalahan dari
konsumen pengguna aplikas shopee itu sendiri, maka konsumen tidak dapat
mengaj ukan tuntutan ganti kerugian kepada pi hak shopee karena kesalahan tersebut
dilakukan ol eh konsumen sendiri. (contoh: tidak memberikan video unboxing, tidak

menyertakan bukti kerusakan barang dalam waktu yang ditentukan)

b. Apabilaternyata kerugian yang diderita oleh konsumen di sebabkan karena
kesalahan dari shopee usaha itu sendiri sebagai penyedia layanan aplikas belanja,
maka pihak shopee memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan
ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Unsur kesalahan
menjadi faktor penentu bagi pihak shopee apakah terdapat kewajiban untuk
melakukan tanggung jawab berupa memberikan ganti rugi kepada konsumen atau
tidak. (contoh: apabila uang e ektronik yang dimiliki oleh konsumen lenyap tanpa
adanya bukti transaks keluar atau system error, maka pihak shopee wajib

memberikan ganti rugi terhadap konsumen).

c. Apabilakerugian dengan jelasterjadi karena kelalaian pelaku usaha dalam

memberikan produk yang diperjanjikan, dalam hal ini adalah ketidaksesuaian
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produk pakaian maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi

kepada konsumen dengan bukti yang jelas.

Mendasar pada hasl penditian terkait dengan ketidaksesuaian produk
pakaian tersebut, maka dapat dipahami bahwa penerapan tanggung jawab mutlak
(absolut liability) dalam ruang lingkup terjadinya kerugian konsumen dapat

diterapkan apabila:

1. Kerugian yang timbul karena hubungan hukum antara penjual dan
pembeli

2. Pembuktian kerugian dilakukan oleh konsumen

3. Shopee sdaku aplikasi penyedia layanan turut serta bertanggung jawab
dengan memberikan layanan layanan pendukung untuk menjamin hak

daripada konsumen tersebut.

4.2. Tanggung Jawab pelaku usaha dalam ketidaksesuaian produk pakaian di
marketplace shopee

4.2.1. Tanggung Jawab Pelaku usaha Shopee kepada konsumen shopee

Para produsen atau pelaku usaha dituntut untuk tetap memberikan yang

terbaik bagi konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat

dipertanggungjawabkan.Tujuan dari produsen atau pelaku usaha adalah

mencari keuntungan.perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan

konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut

dengan perlindungan konsumen dimana bisnis dan perlindungan konsumen

sangat berkaitan. Munculnya istilah tanggung gugat produk di indonesia
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sebenarnya merupakan igtilah baru yang belum memasyarakat. Umumnya
dikenal denganistilah tanggung jawab produk (product liability).(Astini, 2020;
Widnyana et al., 2021)

Duaiistilah tersebut mempunyai makna yang hampir sama, perbedaan yang
menonjol terletak pada dimana datangnya tuntutan atau gugatan dan pihak
mana yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab produk muncul karena
adanya tuntutan konsumen atau pemakai produk yang mereka peroleh dari
produsen atau pelaku usaha, dalam arti apakah dari produsen atau melalui mata
rantai, distributor, agen atau toko yang jelas barang tersebut merupakan
produknya. Jika produk yang dihasi |kan tersebut merugikan konsumen secara
sengaja atau tidak maka produsen harus bertanggung gugat (Ali Mansur).

Sedangkan pengertian tanggung jawab diartikan sangat luas dan abstrak,
sebagal mana dapat dikatakan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab moral,
tanggung jawab masyarakat. Atau dapat diigtilahkan lain orang harus dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun idilah tanggung gugat dalam Bahasa
Indonesia belum begitu banyak dipakai oleh umum, kemudian itilah tanggung
jawab yang dalam Bahasa belanda “Toerekenbaarheid” dan dalam Bahasa
inggris “Accountability”. (Andhika Mediantara Primayoga, Hendro Saptono,
2019)

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan
terhadap kesehatan, keamanan, kenyamanan baik bagi diri konsumen maupun
harga bendanya agar sesuai harga yang dibayarkan terhadap suatu produk

dengan mutu produk itu sendiri. informas tentang barang dan atau jasa
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merupakan kebutuhan pokok, sebelum konsumen menggunakan sumber
dananya untuk mengadakan transaks konsumen tentang barang atau jasa
tersebut. Dengan transaks konsumen dimaksudkan diadakannya hubungan
hukum (jual beli, beli sewa, sewa menyewa, pinjam meminjam, dsb) tentang
produk konsumen dengan pelaku usahaiitu.

Informasi-informas tersebut meiputi tentang ketersediaan barang atau jasa
yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk,
keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan atau cara
memperol ehnya, tentang jaminan atau garans produk, tersedianya pelayanan
jasajual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Diantara berbagai informas
tentang jasa konsumen yang diperlakukan, yang paling berpengaruh pada saat
ini adalahinformas yang bersumber dari kalangan produsen atau pelaku usaha,
terutama dalam bentuk iklan atau label tanpa mengurangi pengaruh dari
berbagal bentuk informas lainya. (Mahardikha, 2020)

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam
menjalankan tanggung jawab mutlak atas kesalahan yang diperbuatnya adal ah
dengan adanya garans ganti rugi dan adanya jaminan untuk pengembalian
dana serta penukaran barang. Tanggung Jawab dalam bentuk Pengembalian
danadilakukan oleh toko DR Store 05 Official pemilik atau owner M. Ikhsan,
toko yang berlokas J. Kwayuhan, Kebonsari, Rt 01/Rw 05, Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memberikan garans
pengembalian barang kepada konsumen apabila barang yang dipesan oleh
konsumen tidak sesuai,

Gambar 4. 9 Bukti Retur Barang dari DR Store 05 Official
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Penyelesasian masalah yang disediakan oleh MarketPlace Shopee
mendorong Pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain jika timbul masalah
dalam suatu transaks sebelum menyampaikan permohonan pengembalian
uang atau Barang kepada MarketPlace Shopee. Karena Marketplace Shopee
hanyalah sebuah platform tempat Pengguna melakukan perdagangan, Pembdli
harus terlebih dahulu menghubungi Penjual secaralangsung melalui situs atau
aplikasi Shopee untuk setiap masalah yang berkaitan dengan Barang yang
dibeli sebelum menyampaikan permohonan pengembalian uang atau Barang
kepada Mar ketplace Shopee.

Kelalaian dalam melakukan pemenuhan pesanan konsumen juga pernah
dialami oleh Toko Pieter Jackson dengan pemilik Pak Kusmilin hamizah yang
beralamat di J. Raya Pakumbulan, Kentingan, Rt.11 Rw.05, Kecamatan
Buaran, Kabupaten Pekal ongan, Jawa Tengah, 51171. Toko beliau merupakan

salah satu toko yang dapat membeli produk pakaian dalam jumlah yang
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banyak. Menurut penuturan beliau, toko nya tidak dapat menyanggupi pesanan
berupa 200 pcs kaos seragam, namun toko nya hanya baru dapat mengirimkan
100 pcs sgja. Sehinggaterjadi komplain yang dilakukan konsumen kepada toko
nya. Sebagai bentuk tanggung jawab nya, pak Mudimin mengadakan
pertemuan dengan pembeli untuk meyakinkan bahwa pihaknyatidak akan lari
dari tanggung jawabnya sebagai penjual dan konsumen pun percaya bahwa
toko Toko Pieter Jackson merupakan toko yang Amanah, maka perselishan

terjadi secara baik dan damai.
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Gambar 4. 10 Dokumentasi dengan Pemilik Toko Online Pieter Jackson

Sengketa adalah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada
objek yang sama dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara
mereka. Sedang sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang didapat dari konsums
barang atau jasa dari pelaku usaha. Berdasarkan hasil penditian dapat
dismpulkan, bahwa penyebab terjadinya sengketa antara konsumen dengan
pelaku usaha adalah karena pelanggan merasa dirugikan oleh pelaku usaha
sehingga hak-hak dari konsumen tidak terpenuhi oleh pelaku usaha.

Dalam hubungannya dengan sengketa tersebut terdapat tiga jenis sengketa

sebagai berikut:(Prima Panggabean, 2016)
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1. Sengketa segi teknis, yaitu sengketayang terjadi akibat dari masalah teknis
di lapangan.

2. Sengketa segi adminigratif, yaitu sengketa yang terjadi akibat dari
masalah administratif.

3. Sengketa segi hukum, yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah
hukum.

Sengketa konsumen terjadi jika ada ketidaktaatan isi transaks konsumen
dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu
dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya
karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misal, pembeli tidak
memperol eh barang sesuai pesanannya atau pembeli tidak mendapat pelayanan
yang telah disepakati atau penjual tidak mendapat pembayaran sesuai dengan
haknya.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu: (Rahman, 2018)

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang
Pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang
kewajibannya sebagai pelaku usahadan larangan-larangan yang dikenakan
padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut

sengketa yang bersumber dari hukum.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati i perjanjian
Ini berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban
sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa

seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.
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Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan
antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa
terdiri dari dua cara yaitu melalui litigas (pengadilan) dan non litigas (luar
pengadilan). Dalam proses penyel esaian sengketa melalui litigasi merupakan
sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah
proses penyd esaian mealui non litigasi tidak membuahkan hasl. Penye esaian
sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari lima cara sebagai
berikut berdasarkan hasil wawancara dengan L P2K Proving Jawa Tengah:

1. Konsaultasi: tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain
yang merupakan pihak konsultan.

2. Negosiad: penyelesasian di luar pengadilan dengan untuk mencapai
kesepakatan bersama atas kerja sama yang |ebih harmonis.

3. Medias: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan
diantara para pihak dengan dibantu mediator.

4. Konsilias: penyelesaian sengketa oleh konsiliator untuk menengahi para
pihak untuk mencari solus guna mencapai kesepakatan diantara para
pihak.

5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal teknis sesuai
keahliannya.

4.2.2. Tanggung Jawab Shopee selaku penyedia aplikasi e-commerce kepada
konsumen ber dasar kan asas Strict-Liability (tanggung jawab mutlak)

Perusahaan Shopee sebagai penyelenggara dalam transaks jual beli online
ini tentu terlebih dahulu harus memastikan perusahaannya telah berbadan

hukum dan dalam bentuk Perseroan Terbatas, karena Shopee termasuk
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platform yang menggunakan keuangan digital dalam menjalankan
transaksinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovas Keuangan
Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kedudukan perusahaan Shopee sebagai
badan hukum, menjadi perusahaan Shopee tersebut memiliki hak dan
kewajiban dalam transaksi tersebut.

K egiatan usaha pada marketplace shopee, perusahaan shopee terdapat pula
kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga, sebagaimana ketentuan Pasal 31
POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, disebutkan sebagai berikut:

1. Penydenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen
(dasar dasar perlindungan konsumen yang dilakukan shopee selaku marketplace
adalah dengan memberikan serangkaian tahapan keamanan bagi pelaku usaha

maupun konsumen)

2. Penyedlenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbass
teknologi. (hal ini dilakukan shopee dengan menyediakan layanan call center
dan kantor kantor cabang di berbagai kota untuk memenuhi pusat pelayanan
konsumen ini) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit
terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri

atau melalui pihak lain.

Berdasarkan pada hasil penditian yang dilakukan oleh penulis, tanggung
jawab yang dilakukan oleh shopee selaku penyedia layanan aplikas
mar ketplace dengan memberikan berbagai layanan atau fitur perlindungan baik
terhadap konsumen maupun pelaku usaha telah dilakukan dengan

memperhatikan keberlangsungan perlindungan konsumen.
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Melekatnya kewajiban-kewgjiban dalam memenuhi tanggung jawab
tersebut pada konsumen, maka sangat relevan untuk dijadikan dasar tuntutan
pemenuhan tanggung jawab atas timbulnya kerugian yang dialami oleh
konsumen dalam hal ketidaksesuaian produk yang dibeli melalui marketplace
shopee. Selanjutnya dengan mendasar pada kerugian konsumen sebagai mana
contoh kasus diatas maka konsep tanggung jawab mutlak (absolut liability)
sangat penting untuk diterapkan, sebab terdapat hubungan kausalitas antara
timbulnya kerugian konsumen dengan penggunaan aplikasi shopee. sehingga
pemenuhan kewgjiban tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang
dibebankan kepada peaku usaha harudah dipahami sebagai suatu kewajiban
hukum itu sendiri.

Adapun bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan shopee sebagai
kedudukan nya penyedia layanan aplikas e-commerce dalam hal
ketidaksesuaian produk pakaian yang diterima oleh konsumen adalah dengan
memberikan serangkaian layanan pendukung untuk konsumen mendapatkan
hak nya, antaralain:

1. Apabila konsumen telah membuktikan adanya ketidaksesuaian produk,
namun tidak direspon dengan itikad baik oleh pelaku usaha, maka shopee
berhak untuk menahan uang e ektronik yang tertahan di aplikag;

2. Apabila pelaku usaha meakukan kesalahan berulang kali maka shopee

berhak untuk melakukan pembl okiran terhadap toko online pelaku usaha.
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BAB V

PENUTUP

Simpulan

. Perlindungan hukum terhadap konsumen shopee atas ketidaksesuaian

produk pakaian yang dibeli mealui aplikas shopee telah dijamin dalam
undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 pada pasal 19 yang
mengatakan adanya pemberian ganti rugi terhadap konsumen. Penyel esaian
terhadap sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur non-litigas

dengan cara negoisas.

. Tanggung-jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas ketidaksesuaian

Produk Pakaian dalam jual beli Online di Marketplace Shopee berdasarkan
pada tanggungjawab mutlak (strict liability) dimaknai bahwa kesalahan
menjadi tanggung jawab pihak pertama sebagai pelaku usaha yang baik ada
atau tidak adanya kesalahan tersebut, pihak pertama wajib turut dalam
memberikan tanggung jawab. Hal ini berkaitan pelaku usaha yang
mengirimkan produk pakaian yang tidak sesuai kepada konsumen. Bentuk
tanggung jawab pelaku usaha selaku seller toko tentu diwajibkan untuk
memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian
tanggung jawab shopee selaku penyedia layanan aplikas turut bertanggung
jawab dalam memberikan sanksi administras kepada pelaku usaha yang
diduga lalai dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa

dirugikan.
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Saran

. Bagi konsumen atau masyarakat untuk tetap menjunjung asas kehati-hatian

dengan menjadi konsumen yang teliti akan seluruh keterangan produk yang
dijual oleh pelaku usaha dan diusahakan untuk mencari informas serinci
mungkin untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Hal ini dapat
dilakukan dengan memperhatikan riwayat transaks dari toko online yang

hendak dituju.

. Bagi pelaku usaha untuk tetap berpegang teguh pada itikad baik dalam

melakukan kegiatan jual beli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi
konsumen. Komitmen yang baik ini mampu mendorong perkembangan toko

online yang dimiliki.

. Bagi shopee sdaku penyedia layanan aplikasi atau e-commerce online,

untuk terus meningkatkan layanan keamanan baik bagi konsumen maupun
bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan

pihak manapun
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